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KATA PENGANTAR 
 

Pelaporan akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebagai 
salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan 
pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran 
dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2025 yang 
telah ditetapkan. Laporan Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran kinerja yang mencerminkan outcome atau prestasi kerja 
direktorat. 

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku 
kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong 
peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di masa yang akan datang, 
serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk 
meningkatkan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial ke depannya. 

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan 
pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih. Semua kritik dan saran yang 
bersifat konstruktif sangat kami terima untuk penyempurnaan laporan di masa 
mendatang. 

  

                                                                                             Jakarta, 19 Januari 2026 
Direktur Statistik Ketahanan Sosial  

 
 

                                                                                               Nurma Midayanti  
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
Berdasarkan Perban Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 

2025-2029 dijabarkan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) sebagai berikut 

• Visi Badan Pusat Statistik:  “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam 
Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 
2045”. 

• Misi Badan Pusat Statistik 
1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan 

Pengambilan Keputusan; 
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); 
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. 

• Tujuan Badan Pusat Statistik 
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik 

Berkualitas dan Insight yang Relevan; 
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien; 
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien 

dalam Menyelenggarakan Statistik. 

• Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik 
1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam 

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan; 
2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu; 
3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional. 

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun belum dapat 
ditetapkan.  Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada 
rancangan tersebut  adalah: 

• Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial : “Penyedia Data Statistik Ketahanan Sosial yang 
Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung 
Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.   

• Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight untuk Perumusan 

Kebijakan dan Pengambilan Keputusan; 
2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan Sistem 

Statistik Nasional (SSN).  
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• Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik 

Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight yang Relevan; 
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien pada 

Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

Selanjutnya untuk tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menetapkan dua sasaran 
kegiatan dan dua indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya yang dituangkan pada Perjanjian 
Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025. Adapun target, realisasi, dan capaian kinerja 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025  yang dicapai untuk kedua IKU yaitu: 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Target 
2025 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Kinerja 

2025 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Terwujudnya Penyediaan Data 
dan Insight Statistik Ketahanan 
Sosial yang Berkualitas. 

IKU 1. Terwujudnya 
Penyediaan Data dan Insight 
Statistik Ketahanan Sosial yang 
Berkualitas. 

100% 100% 100% 

Terwujudnya Pembinaan 
Statistik Sektoral 
Kementerian/Lembaga Mitra 
Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 

IKU 2. Tingkat Keberhasilan 
Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 

64,39 
poin 

85,72 
poin 

120% 

Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 110% 

Pada tahun 2025, capaian kinerja pada masing-masing IKU sudah melebihi target dengan rata-rata 
capaian kinerja sebesar 110,00. Capaian kinerja untuk IKU 1 dalam sasaran strategis pertama 
mencapai 100 persen sedangkan capaian kinerja untuk IKU 2 pada sasaran strategis kedua mencapai 
120 persen. Ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat Ketahanan 
Sosial sangat berhasil melampaui target indikator kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran 
dan tujuan yang telah ditetapkan baik dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja.   

Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 74,60 
dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV diperoleh nilai PKO 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik. Ini menunjukkan bahwa 
tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi/target. 

Kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 dalam penyelenggaraan statistik 
bersumber pada APBN dengan pagu pada Perjanjian Kinerja sebesar Rp7.012.174.000.  Dengan 
adanya efisiensi anggaran menyebabkan pagu yang dapat digunakan Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial menjadi sebesar Rp.1.669.416.000. Sampai akhir tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen). 
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Dengan rata-rata capaian kinerja yang persentasenya melebihi persentase realisasi anggaran 
maka dapat dikatakan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah melakukan efisiensi anggaran. 
Berbagai upaya untuk efisiensi yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

1. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara online pada kegiatan Desa Cantik dan 
SPAK; 

2. Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan 
statistik sektoral dilakukan secara daring/online meeting; 

3. Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara 
online; 

4. Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain; 
5. Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk 

peserta KL tersebut; 
6. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal; 
7. Rate paket meeting yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta 

dapat terpenuhi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan Sosial merupakan 
laporan capaian dari kegiatan direktorat sebagai bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran 
dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang telah ditetapkan 
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk 
pertanggungjawaban organisasi, karena setiap Instansi wajib membuat SAKIP sebagai wujud 
pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. 

SAKIP digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan Instansi yang terdiri dari beberapa 
instrumen, antara lain perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan 
pelaporan kinerja. Sementara itu, sasaran SAKIP adalah sebagai berikut: 
a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, 

efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 
b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah; 
c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Di samping itu, ketersediaan LAKIN ini untuk menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi 
secara berkesinambungan. Sistem ini merupakan suatu instrumen yang mengukur transparansi 
instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta memelihara 
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Kinerja.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Instansi diwajibkan melaporkan pelaksanaan 
akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan 
organisasi, dan menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun. 

Maksud penyusunan LAKIN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka 
mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan 
LAKIN adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 
2025.  
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Rumusan kesimpulan hasil evaluasi pada laporan ini, menjadi salah satu bahan masukan dan 
referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selain itu, penyusunan 
LAKIN juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan 
(stakeholders) dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang 
ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan 
balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

Penyusunan LAKIN Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 merupakan rangkuman 
yang berisi target, sasaran, dan realisasi dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial selama tahun 2025. Tingkat capaian dalam pelaksanaan sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, digunakan 
sebagai ukuran kinerja dan umpan balik dalam memacu perbaikan kinerja Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial pada tahun mendatang. 

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja/Satuan Kerja 

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatannya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu:  
1.   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi 

penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya 
Undang-Undang ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin 
terutama atas nilai informasi yang diperolehnya; 

2.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan 
statistik dasar; 

3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); 

4.   Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pusat Statistik. 

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

a. Kedudukan 
Kedudukan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam struktur organisasi Badan Pusat 

Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Statistik 
Sosial. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh seorang Direktur dengan jabatan 
eselon II. 

b. Tugas  
Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
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kebijakan teknis, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik 
ketahanan wilayah, kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup. 

c. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menyelenggarakan 

fungsi sebagaimana tercantum pada Pasal 82 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 
2020, sebagai berikut: 
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan 

sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;  
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan sosial, 

politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;  
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, 

kerawanan sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup;  
4. dan pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Direktorat Statistik 

Ketahanan Sosial.  

Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktur 
Statistik Ketahanan Sosial. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, pada tahun 
2025 Direktur Statistik Ketahanan Sosial menetapkan sebanyak 13 Tim Kerja di Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial yang mendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama, 
suplemen dan tambahan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

d. Susunan Organisasi 
Berdasarkan pada Pasal 83 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, susunan 

organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 
Bagan susunan organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terdapat pada Lampiran 1. 

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 

pada tahun 2025 mengalami pergantian beberapa pegawai karena pensiun, mutasi dan 
pegawai baru. Sampai akhir tahun 2025 jumlah SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
sebanyak 67 orang, yang terdiri dari 19 laki-laki dan 48 perempuan. 67 pegawai tersebut 
merupakan pegawai aktif. Secara umum, SDM yang dibutuhkan pada Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial adalah SDM yang secara teknis mampu menerapkan ilmu statistik dan 
menguasai teknologi. Memenuhi ragamnya kebutuhan pekerjaan fungsional, pegawai 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki kesempatan yang sama untuk terus 
mengembangkan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

1) Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didominasi oleh pegawai dengan 

pendidikan DIV/S1 dan S2. Sebaran pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut 
pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 1.1 Sebaran SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat Pendidikan, 
2025 

Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, SDM di 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang berpendidikan S1/DIV sebanyak 30 orang 
(44,78 persen), berpendidikan S2 sebanyak 35 orang (52,24 persen), dan yang 
berpendidikan S3 sebanyak 2 orang (2,98 persen).  

Tingginya SDM yang dapat berhasil menempuh pendidikan S2 karena adanya 
kemudahan akses pengembangan diri yang diberikan dari BPS untuk para pegawainya 
yang ingin melanjutkan sekolah. Beberapa kemudahan akses yang diberikan BPS adalah 
dengan penyediaan beasiswa S2 dan S3 dalam negeri/double degree dan adanya kerja 
sama di bidang pengembangan pegawai dengan instansi lain/lembaga/universitas baik 
dari dalam maupun luar negeri. 

2) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional 
Jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dipimpin oleh Direktur dan 

terdiri dari tiga kelompok jabatan, yaitu fungsional umum, terampil, dan ahli. Sebagai 
gambaran, sebaran dari jabatan fungsional di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
sepanjang tahun 2025 sebagai berikut. 
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Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Jabatan 
Fungsional, 2025 

Pada akhir tahun 2025 SDM Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut jabatan 
terdiri dari: 
• 1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Direktur. 
• 12 orang (17,91 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Madya. 
• 28 orang (41,79 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda. 
• 24 orang (35,82 persen) menduduki Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama. 
• 1 orang (1,49 persen) menduduki Jabatan Arsiparis Ahli Pertama. 
• 1 orang (1,49 persen) merupakan Staf (CPNS).  

Komposisi jabatan fungsional ini untuk memenuhi tantangan-tantangan pekerjaan 
yang terus berkembang akibat disrupsi teknologi informasi. Dinamika pekerjaan 
menyebabkan pegawai harus agile menghadapi perubahan yang terus berkembang.  

3) Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan 
Selanjutnya, untuk menunjang karier dalam bekerja sebagai ASN, pegawai Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial memiliki variasi golongan yang merata mulai dari III/a hingga 
IV/d. Sebaran golongan pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.3 Sumber Daya Manusia Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menurut Golongan, 
2025 

Dinamika sepanjang tahun 2025, terjadi perubahan golongan pada beberapa pegawai 
dan dapat dipetakan pada akhir tahun 2025. Hasilnya, sebaran pegawai menurut golongan 
sebagai berikut: 
• 6 orang (8,96 persen) yang memiliki Golongan III/a; 
• 15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan III/b; 
• 17 orang (25,37 persen) yang memiliki Golongan III/c; 
• 15 orang (22,39 persen) yang memiliki Golongan III/d; 
• 5 orang (7,46 persen) yang memiliki Golongan IV/a; 
• 7 orang (10,45 persen) yang memiliki Golongan IV/b; 
• 1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/c; 
• 1 orang (1,49 persen) yang memiliki Golongan IV/d. 

Komposisi ini merupakan pijakan awal jenjang karier dengan peluang yang merata bagi 
seluruh pegawai di lingkup Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

b. Dukungan Anggaran 
Kegiatan di lingkungan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial didukung oleh anggaran yang 

cukup untuk memenuhi seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2025. Pada Tahun 
2025, pada Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah ditandatangani tanggal 24 Januari 2025, dalam 
rangka Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial sebesar Rp. 7.012.174.000. 
Adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk kementerian/lembaga termasuk BPS tidak 
terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berdampak terhadap besar anggaran yang 
dapat digunakan untuk kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV 
Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000. 
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1.4 Potensi dan Permasalahan              

a. Potensi 
Ada beberapa potensi dalam melaksanakan pekerjaan di BPS, khususnya Direktorat 

Statistik Ketahanan Sosial. Beberapa potensi yang dapat dijadikan pijakan untuk menuntaskan 
pekerjaan-pekerjaan besar dalam mendukung target-target pemerintah. Potensi dan 
dukungan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial meliputi beberapa hal, di 
antaranya dukungan SDM, kolaborasi lembaga internasional, kepercayaan pemerintah, serta 
potensi inovasi yang diselenggarakan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

Pada dukungan SDM, penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial telah didukung oleh SDM yang mumpuni. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang 
didukung oleh 67 sumber daya manusia (SDM) dengan kualifikasi seluruh pegawai memiliki 
pendidikan tinggi. Potensi SDM dengan pendidikan tinggi tersebut turut memperlancar 
jalannya kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan lembaga 
nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru. 
Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank 
dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, United Nations Crime Trend Survey (UN CTS) dan 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghasilkan data statistik 
kriminal, dan sebagainya.  

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang 
mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang 
menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara 
indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN 
antara lain gini ratio, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang 
mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek 
Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya. 

Selain itu, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga telah berinovasi menghasilkan Web 
infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes; dan Penggunaan Big Data 
untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Inovasi lainnya berupa 
pelaksanaan berbagai kegiatan antara lain Kompilasi berbagai tulisan pegawai Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial yang digabungkan dalam Hansos Gemar Menulis (Hansos Geulis), 
baik berupa bentuk karya ilmiah, opini di media, storytelling, dan jenis tulisan lainnya. 
Penerbitan Buletin Hansos in A Week sebagai informasi dan pengingat kegiatan Hansos selama 
satu minggu terakhir. Webinar Seri Hansos, Sharing Seri Master Baru dan Briefing Hansos. 
Senam dan Olahraga Bersama Hansos (Hansos Bergerak), Munggahan Hansos, dan Lomba 
17an Hansos.  
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b. Permasalahan 
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi tantangan tersendiri untuk 
diselesaikan. Beberapa hasil identifikasi permasalahan tersebut antara lain: 
1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku 

kepentingan terhadap data; 
2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial 

secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight; 
3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau 

independensi yang diragukan; 
4. Ketidaksepahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi 

SSN; 
5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat 

menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar; 
6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya 

frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja; 
7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal 

sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut; 
8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun 

jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat. 

Selanjutnya, penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial terdiri dari dua 
keluaran, yaitu publikasi dan laporan. Publikasi yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial pada tahun 2025 terdapat 9 publikasi, yaitu Publikasi Statistik Lingkungan Hidup 
Indonesia (SLHI), Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes), Publikasi Statistik Sumber Daya Laut 
Dan Pesisir (SDLP), Publikasi Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan (ALHB), Publikasi 
Analisis Petty Corruption, Publikasi Statistik Kriminal, Publikasi Statistik Politik, Publikasi 
Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia, Publikasi Data Dan Informasi 
Kemiskinan Kabupaten/Kota.  

Berikutnya, laporan dan kegiatan rilis yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 laporan yaitu Laporan Desa Cantik dan 2 kegiatan rilis 
yaitu Rilis Kemiskinan Juli dan Rilis Ketimpangan Juli. Secara umum, permasalahan/kendala 
yang dihadapi dalam menyusun publikasi dan laporan tersebut di antaranya adalah waktu dan 
anggaran yang terbatas, serta standar publikasi yang baru dari diseminasi yang diterima dalam 
waktu yang terbatas. Pada kegiatan Desa Cantik, permasalahannya adalah terdapat beberapa 
pergantian desa yang akan dibina. Hal tersebut menyebabkan tindak lanjut kegiatan 
pembinaan sedikit terhambat. Selain itu, terdapat penyesuaian pembina Desa Cantik dan 
penyesuaian anggota tim Desa Cantik akibat penambahan rencana kerja dan beban kerja yang 
meningkat. Sementara itu, tidak tersedianya anggaran untuk field evaluation dan 
penyampaian penghargaan, membuat kegiatan Desa Cantik tidak terselenggara optimal. 
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Selain kegiatan laporan dan publikasi, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga memiliki 
output lain berupa kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral. Adapun kendala yang sering 
dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. 

1.5 Sistematika Penyajian Laporan 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai 
pencapaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial selama tahun 2025 Capaian kinerja 
(performance results) tahun 2025 tersebut juga dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja 
(performance agreement) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. 
Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja ini akan memungkinkan 
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa 
mendatang.  

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, sebagai berikut: 

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kedudukan, tugas, 
fungsi, dan susunan organisasi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran, 
Potensi dan Permasalahan yang ada di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, serta Sistematika 
Penyajian Laporan; 

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS); target 
kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029; Perjanjian Kinerja Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas 
Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025; 

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan realisasi, capaian kinerja, dan nilai Penilaian 
Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025; capaian kinerja Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 terhadap target Renstra; capaian Prioritas Nasional dan 
Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025; prestasi dan inovasi Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial Tahun 2025; serta realisasi dan efisiensi Anggaran; 

Bab IV – Penutup, menjelaskan Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut. 
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BAB 2 
PERENCANAAN KINERJA 

2.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik (BPS) 

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis adalah elemen penting dalam perencanaan strategis 
sebuah organisasi. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dapat dijelaskan 
sebagai berikut: visi memberikan arah utama berjalannya suatu organisasi, misi menjadi 
panduan, tujuan sebagai fokus yang harus dilakukan, dan sasaran strategis memecah tujuan 
menjadi langkah-langkah yang lebih operasional dan dapat diukur. Berdasarkan Perban Nomor 4 
Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 dijabarkan 
mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai berikut: 

a. Visi Badan Pusat Statistik 
Visi menggambarkan perencanaan strategis K/L periode lima tahun. Visi dan Misi BPS 

2025-2029 dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis kelembagaan BPS yang 
berpengaruh pada peran dan posisi dalam penyediaan statistik resmi berkualitas untuk 
mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, sehingga, Visi BPS pada Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional periode 2025-2029 adalah “Lembaga yang Independen, 
Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data 
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sebagai lembaga yang berperan 
aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik 
berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, 
BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis 
pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan 
wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. 

 
b. Misi Badan Pusat Statistik 

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, BPS merumuskan tiga misi yang saling 
terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS Tahun 2025-2029 adalah sebagai 
berikut: 
1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan 

Pengambilan Keputusan; 
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional 

(SSN); 
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. 

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani 
kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. 
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c. Tujuan Badan Pusat Statistik 
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan 

strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam 
setiap aspek penting dari operasionalnya: 
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik 

Berkualitas dan Insight yang Relevan; 
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien; 
3. Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan 

Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik. 

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga 
independen, terpercaya  dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan 
pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden. 

d. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik 
Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran 

strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam 
Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan 

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik. Indikator ini 
merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, 
serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, 
akademisi, pelaku usaha, media massa, dan masyarakat umum dalam merumuskan 
kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis 
bukti (evidence-based policy). 

2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan 
Terpadu 

Pencapaian sasaran ini diukur melalui IKSS berupa Indeks Pembangunan Statistik 
(IPS). IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (maturity 
level) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah. 

3. Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional 
Pencapaian sasaran ini diukur menggunakan IKSS berupa Indeks Reformasi Birokrasi. 

Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi 
birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, 
peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik. 

Visi, misi, tujuan di level satuan kerja sampai dengan LAKIN disusun belum dapat 
ditetapkan. Namun berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Direktorat Statistik 
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Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029, maka Visi, Misi dan Tujuan dari Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial adalah: 

a. Visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
Visi menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi pada akhir periode 

perencanaan strategis, memberikan arah jangka panjang yang menjadi cita-cita bersama. 
Visi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah “Penyedia Data Statistik Ketahanan 
Sosial yang Berkualitas untuk BPS yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif 
dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju 
Menuju Indonesia Emas”.  Visi tersebut dibangun untuk mendukung visi dari Kedeputian 
Bidang Statistik Sosial yaitu “Penyedia Data Statistik Sosial yang Berkualitas untuk BPS 
yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan 
Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”. Rumusan visi 
tersebut berarti bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial harus mampu memberikan 
kontribusi dalam menyediakan data statistik ketahanan sosial yang profesional serta 
menjadi mitra Kementerian/Lembaga dalam menyediakan data yang bermanfaat untuk 
perumusan kebijakan sesuai dengan visi presiden. 

b. Misi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
Untuk mencapai visi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, maka ditetapkan misi 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke 
depan. Misi dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dirumuskan sebagai berikut: 
1. Menyediakan Data Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight untuk 

Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan; 
2. Menguatkan Peran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Penyelenggaraan 

Sistem Statistik Nasional (SSN). 

c. Tujuan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka ditetapkan tujuan yang mendukung 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada dua 
tujuan yang ditetapkan yaitu: 
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data 

Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas dan Insight yang Relevan; 
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan 

Efisien pada Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

2.2 Target Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025-2029 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029, target kinerja menjelaskan 
mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu indikator 
kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan. Adapun target 
kinerja sendiri akan menjadi tolok ukur dalam pencapaian keberhasilan Strategi dan Sasaran 
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Strategis BPS yang diterjemahkan ke tataran yang lebih operasional dalam bentuk Sasaran 
Program dan Sasaran Kegiatan. Berikut Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target 
Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025-2029 yang secara detail dapat dilihat pada 
Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial, Tahun 2025-2029 

No 
Sasaran 

Program/Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 

2025 2026 2027 2028 2029 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 
  
  

Peningkatan Pemanfaatan Data dan Insight Statistik Sosial yang Berkualitas 
Terwujudnya 
Penyediaan Data dan 
Insight Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
Berkualitas 

Persentase 
Publikasi/Laporan 
Statistik 
Ketahanan Sosial 
yang Berkualitas 

Persen 100 100 100 100 100 

Tersedianya Data 5 
Sasaran Visi Indonesia 
Emas dan 45 Indikator 
Utama Pembangunan 
Statistik Ketahanan 
Sosial 

Persentase 
Indikator Sasaran 
Visi Indonesia 
Emas dan 45 
Indikator Utama 
Pembangunan 
Statistik 
ketahanan Sosial 
yang menjadi 
Statistik Resmi 

Persen 0 23,81 95,24 95,24 100 

2 Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang 
Statistik Sosial yang Berkualitas 

  Terwujudnya 
Pembinaan Statistik 
Sektoral 
Kementerian/Lembaga 
Mitra Direktorat 
Statistik Ketahanan 
Sosial 

Tingkat 
Keberhasilan 
Pembinaan 
Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial 

Poin 
(Skala 
100) 

64,39 66,80 68,40 72,40 76,40 

  Terwujudnya 
Kapasitas Tata Kelola 
Pemerintah Desa 
untuk Menghasilkan 
Statistik Berkualitas 

Persentase 
Kumulatif Desa 
yang Berpredikat 
Desa Cinta 
Statistik 

Persen 0 3,49 4,10 4,71 5,32 
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2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai pedoman dalam 
melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai selama 
tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja. Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 
(Lampiran 3). Target yang ditetapkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada 
akhir tahun dengan membandingkan capaian kinerja dengan target. Target pelaksanaan kegiatan 
yang ada di tahun 2025 diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial Tahun 2025 

No Sasaran Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
1 Terwujudnya Penyediaan Data dan 

Insight Statistik Ketahanan Sosial 
yang Berkualitas 

Persentase Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang Berkualitas 

100,00 
Persen 

2 Terwujudnya Pembinaan Statistik 
Sektoral Kementerian/Lembaga 
Mitra Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 

Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik 
Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 

64,39 Poin 

2.4 Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis 
Nasional Tahun 2025  

Prioritas Nasional : 

Pembinaan Statistik Sektoral 
Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan 

Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia 
Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Menguatkan 
Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini 
menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi 
pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan 
berbasis data. 

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan 
pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem 
Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina 
Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas 
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melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan. 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berperan aktif dalam memberikan asistensi teknis, 
penguatan kelembagaan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di 
kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah agar mampu menyelenggarakan statistik 
sektoral yang sesuai dengan prinsip- prinsip statistik resmi. Pembinaan ini diciptakan agar 
setiap instansi memiliki pemahaman yang seragam tentang metodologi, standar metadata, 
serta tata kelola data, sehingga mampu menghasilkan data sektoral yang konsisten, 
berkualitas, dan dapat dikompilasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional untuk 
mendukung perumusan kebijakan berbasis data. 

Prioritas Presiden: 

1. Inpres 4 2025 : Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 
Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial 

Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS menyerahkan pemanfaatan data tunggal sosial dan ekonomi 
nasional kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
dan Menteri Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS dapat 
menyampaikan DTSEN kepada kementerian untuk mendukung pelaksanaan program dan 
kebijakan kementerian yang sesuai dengan tugas dan kewenangan instansi pemohon melalui 
mekanisme data balikan. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki beberapa tugas dalam 
pelaksanaan DTSEN, antara lain: 

a. Bertanggung jawab melakukan identifikasi data hasil Sensus dan Survei di Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan 
pemadanan/pemutakhiran DTSEN; 

b. Bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan instansi 
lainnya terkait Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan 
pemadanan/pemutakhiran DTSEN; 

c. Bertanggung jawab melakukan pembinaan dan atau memberikan masukan kepada 
direktorat lain yang melakukan pembinaan terhadap Kementerian/Lembaga dan 
instansi lainnya tersebut yang telah teridentifikasi di poin b untuk meningkatkan 
kualitas Data Ketahanan Sosial yang dapat digunakan untuk melakukan 
pemadanan/pemutakhiran DTSEN; 

d. Bertanggung jawab mengevaluasi hasil DTSEN termasuk evaluasi terhadap 
implementasi standar data pada poin c dalam pemutakhiran data di 
Kementerian/Lembaga dan instansi terkait. 

  



 

18 

2. Inpres 8 2025 : Kemiskinan Ekstrem 
Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan 

dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah satunya 
penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. 

Dalam rangka menyediakan data dasar yang diperlukan dalam penghitungan tersebut, 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan penghitungan kemiskinan ekstrem. 

3. Makan Bergizi Gratis 
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan 
kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta 
penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. 
Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi 
Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. 

Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur 
melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia 
layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang 
menerima MBG. 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, 
antara lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan 
supervisi pelaksanaan lapangan. Responden Survei Khusus adalah Satuan Pelayanan 
Pemenuhan Gizi (SPPG), Supplier (penyedia bahan baku), Sekolah, serta rumah tangga dan 
siswa yang menerima MBG. Survei Baseline dilakukan untuk mengukur pengaruh MBG yang 
diberikan untuk anak sekolah terhadap indikator ketenagakerjaan, perubahan konsumsi 
rumah tangga, serta perubahan perilaku siswa dan rumah tangga terhadap pola makan 
bergizi di rumah tangga. Responden Survei Baseline adalah rumah tangga dan siswa baik yang 
sudah atau belum menerima program MBG dan dilakukan secara panel. Pelaksanaan Survei 
Khusus Monitoring dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan dua kali, yaitu 
pada bulan Juni (Tahap I) dan November (Tahap II) tahun 2025, sementara Survei Baseline 
pada bulan Juli (Tahap I) dan November (Tahap II) 2025. Rangkaian kegiatan Survei 
Monitoring dan Evaluasi Program MBG dimulai dari tahap perencanaan (penyusunan 
rancangan metodologi, instrumen pendataan berupa kuesioner dan buku pedoman, 
pengembangan moda pencacahan dan web monitoring melalui aplikasi FASIH dan pelatihan 
petugas), tahap pemutakhiran dan pendataan lapangan, tahap evaluasi (pelaksanaan 
supervisi, pemeriksaan anomali hasil pendataan, serta penyelenggaraan rapat evaluasi dan 
koordinasi) hingga penyusunan tabulasi dan analisis hasil pendataan. 

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai 
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tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ketahanan wilayah, kerawanan 
sosial, politik dan keamanan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2025 Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial akan melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tupoksi pada Perban 
tersebut. 

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak semua Pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini 
dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga 
termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi 
tersebut yaitu besar  anggaran yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 hanya sebesar 
Rp1.669.416.000. 
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BAB 3 
AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial Tahun 2025  

Akuntabilitas kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja 
sekaligus sebagai pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan 
kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah 
ditetapkan. Pengukuran kinerja berfungsi sebagai monitoring pencapaian kinerja serta 
membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi 
kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik 
terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan 
dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/ program/kegiatan di masa 
yang akan datang. 

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial mempunyai 2 (dua) sasaran  kegiatan 
dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang selanjutnya  target sasaran dan IKU tersebut 
menjadi target pada PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025. Seluruh sasaran dan IKU telah 
diukur capaian kinerjanya setiap triwulanan. Pada akhir triwulan IV 2025 tidak hanya dihasilkan 
nilai realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 tetapi dihasilkan nilai penilaian kinerja organisasi. 
Penilaian ini memang merupakan hal baru dalam pengukuran capaian kinerja di BPS. Realisasi, 
capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 
2025 secara rinci dijelaskan pada bagian a-e. 

a. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Total selama 2023-
2025. 

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
dengan membandingkan nilai capaian kinerja yang diperoleh pada beberapa tahun tertentu, 
dalam hal ini periodenya adalah tahun 2023-2025. Secara umum capaian kinerja Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 
2023-2024. Capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2023 dan 2024 
itu bernilai sama yaitu 108 persen sedangkan capaian kinerja tahun 2025 mencapai 110 
persen, terdapat peningkatan 2 persen dibandingkan tahun 2023-2024. Perbandingan 
capaian kinerja selama periode 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025 

b. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 
Nomor 22 Tahun 2024, Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan 
kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau 
aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Nilai PKO diambil dari Kertas Kerja 
Monitoring Triwulan IV di mana nilai SAKIP yang diisi adalah nilai SAKIP tahun 2025 yang dirilis 
Inspektorat pada Bulan Desember 2025. Predikat PKO kemudian dikelompokkan menjadi 5 
dengan rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), predikat dan interpretasinya disajikan pada 
Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Nilai NKO, Predikat PKO dan Interpretasi PKO 

Nilai Kinerja 
Organisasi (NKO) 

Predikat PKO Interpretasi PKO 

(1) (2) (3) 
X > 100% ISTIMEWA Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 

sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik Baik 
ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain. 

80% < X <= 100% BAIK Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 
sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. 



 

23 

Nilai Kinerja 
Organisasi (NKO) 

Predikat PKO Interpretasi PKO 

(1) (2) (3) 
60% < X <= 80% BUTUH 

PERBAIKAN 
Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 
sudah cukup baik namun masih di bawah ekspektasi/target. 

40% < X <= 60% KURANG Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 
masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target. 

0% < X <= 20% SANGAT 
KURANG 

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 
masih sangat kurang dan  di bawah ekspektasi/target. 

Sumber: Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 

Pada tahun 2025 nilai SAKIP yang diperoleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 
74,60 dengan predikat Sangat Baik. Dengan nilai tersebut dari Kertas Kerja Triwulan IV 
diperoleh nilai PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sebesar 94,50 dengan predikat Baik 
(Tabel 3.2). Ini berarti bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 sudah sangat baik dan sesuai 
ekspektasi/target. 

Tabel 3.2 Nilai dan Predikat PKO Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

 
Sumber: Kertas Kerja Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 
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c. Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan Rata-
rata Capaian Kinerja Eselon II pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 
2025 

 

Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial terhadap 
Rata-rata Capaian Kinerja Eselon II pada Lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial Tahun 2025 

Berdasarkan gambar 3.2, pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial memiliki 
capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Eselon II pada 
lingkup Deputi Bidang Statistik Sosial. Berdasarkan hasil tersebut, Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial telah mengidentifikasi beberapa upaya perbaikan kinerja selama tahun 2025 yang 
berpengaruh pada pencapaian kinerja tahun 2025, antara lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi tim. 
Dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melakukan 
penyusunan tim dengan ketua dan anggota tim yang diusahakan tidak lintas tim. Hal ini 
untuk memudahkan koordinasi tim dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang diampu. 
Selain itu untuk meningkatkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang terkait 
dengan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

2. Penyusunan mitigasi risiko kegiatan. 
Setiap tim yang menjadi pengampu indikator kinerja utama direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial melakukan penyusunan mitigasi risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 
mengelola potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya target kinerja yang sudah 
ditetapkan. 
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3. Melakukan perbaikan kinerja berdasarkan evaluasi kegiatan yang dilakukan tiap tim. 
4. Melakukan upaya perbaikan pelaksanaan PSS agar dapat dilaksanakan lebih baik dengan 

menyusun rancangan jadwal pembinaan sejak awal tahun. 

d.  Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025 

Untuk melihat peningkatan kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial di antaranya 
dengan membandingkan target, realisasi, dan capaian kinerja selama beberapa tahun, yaitu 
tahun 2023-2025. Perbandingan tersebut secara detail dapat dilihat pada Tabel 3. 3. 

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2023-2025 

Sasaran 
Program/Sasaran 

Kegiatan/ Indikator 
Kinerja 

Satuan 
Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 

2023 2024 2025* 2023 2024 2025 2023 2024 2025 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Sasaran 1. Terwujudnya 
penyediaan Data dan Insight 
Statistik Ketahanan Sosial 
yang berkualitas 

                   100 

  Persentase Publikasi/ 
Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang 
Berkualitas 

Persen N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 100 N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 100 N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 100 

Sasaran 2. Terwujudnya 
Pembinaan Statistik Sektoral 
Kementerian/Lembaga 
Mitra Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial 

                   120 

  Tingkat Keberhasilan 
Pembinaan Statistik 
Sektoral Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial 

Poin N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 64,39 N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 85,72 N/A (Belum 
dijadikan 
indikator) 

 120 

*) Sumber : Target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 

Berdasarkan Tabel 3.3, terdapat dua sasaran dan kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang merupakan sasaran dan indikator baru dan 
ditetapkan pada tahun 2025. Pada tahun 2023-2024 keduanya belum dijadikan indikator 
sehingga hanya terisi untuk tahun 2025. 

Sasaran kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang pertama yaitu Terwujudnya 
penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial yang berkualitas dengan IKU Persentase 
Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas. Realisasi untuk IKU pertama 
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dapat mencapai target sebesar 100 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100 
persen. 

Adapun sasaran kegiatan kedua yaitu Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral 
Kementerian/Lembaga Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU kedua yaitu 
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 
Realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 64,39 poin sedangkan realisasinya 
sampai triwulan IV 2025 sebesar 85,72  poin sehingga capaian kinerja yang diperoleh untuk 
sasaran kedua sebesar 120 persen. 

Mempertimbangkan kedua sasaran tersebut belum menjadi indikator pada tahun 2023-
2024 maka target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran pada tahun 2025 tidak dapat 
dibandingkan dengan tahun 2023-2024. 

e.  Analisis Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025 per IKU 

1) Capaian Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas   
Salah satu upaya untuk menyediakan data statistik ketahanan sosial yang dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dilaksanakan dengan menyediakan publikasi 
statistik ketahanan sosial yang Berkualitas. Ini kemudian dituangkan dalam salah satu 
indikator kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, yaitu “Persentase 
Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas”. Indikator ini diukur 
dengan membandingkan Jumlah Publikasi/Laporan Ketahanan Sosial yang Berkualitas 
dengan Seluruh Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang dihasilkan. 
Publikasi/Laporan yang berkualitas adalah publikasi/laporan yang bersumber dari 
kegiatan statistik yang memiliki nilai indeks Domain Kualitas Data dan nilai indeks Aspek 
Pemanfaatan Data berkategori minimal Baik (Nilai: >=2,6). 

Pada tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan 12 
publikasi/laporan yang berkualitas. Ke-12 publikasi/laporan yang berkualitas tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes); 
2. Laporan Desa Cantik; 
3. Laporan Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB); 
4. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) ; 
5. Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP) ; 
6. Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ; 
7. Publikasi Statistik Kriminal; 
8. Publikasi Statistik Politik; 
9. Publikasi Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia; 
10. Publikasi Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota; 
11. Rilis Kemiskinan Juli; 
12. Rilis Ketimpangan Juli. 
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Semua publikasi/laporan sudah dihasilkan di triwulan IV tahun 2025 dan berdasarkan 
Hasil Penilaian Statistik Berkualitas (PSB) Tahun 2025 dinyatakan bahwa kegiatan statistik 
yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berkualitas. 
Berdasarkan hasil tersebut, maka seluruh publikasi yang dikoordinasikan unit kerja 
tersebut dinyatakan berkualitas. Adapun nilai yang diperoleh Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial adalah 3.64  pada aspek Domain Kualitas Data  dan 4,33 pada Aspek 
Pemanfaatan Data Statistik.  Dengan hasil penilaian tersebut, capaian persentase 
publikasi statistik ketahanan sosial yang berkualitas pada tahun 2025 telah mencapai 100 
persen, sesuai dengan yang ditargetkan.  

Meskipun semua publikasi/laporan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, akan 
tetapi dalam penyusunannya masih ditemui berbagai kendala pada triwulan I-IV. 
Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 
Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kendala dan Solusi pada Penyusunan Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 
yang Berkualitas Tahun 2025 

Kendala Solusi 

(1) (2) 
Triwulan I 

1. Podes: Bukti SIQAF belum lengkap. 1. Podes: Melakukan koordinasi dengan Direktorat 
Diseminasi Statistik mengenai kelengkapan bukti 
SIQAF. 

2. Desa Cantik: Tidak Tersedianya Anggaran Desa 
Cantik, Usulan Desa Cantik yang berubah-ubah, 
Pada saat pelatihan terdapat 1 peserta yang 
nilainya di bawah batas kelulusan. 

2. Desa Cantik: Meminta tambahan anggaran 
pelatihan ke Biroren dengan Surat Deputi Bidang 
Sosial kepada Plt. Sestama, perubahan usulan 
akan diakomodir pada Kepka Revisi, dan  
melakukan Remedial bagi peserta yang belum 
lulus. 

3. SLHI: Proses peninjauan konten reviu masih 
berjalan, ada beberapa indikator yang belum 
sesuai (belum match) dengan FDES 2013, 
beberapa indikator lingkungan bergantung pada 
data sektoral dari K/L, sehingga risiko 
keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit 
dikendalikan, dan belum semua K/L memiliki 
konsep dan definisi dari data yang mereka 
kumpulkan. 

3. SLHI: Merencanakan zoom meeting dengan K/L 
terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi 
solusi mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2025. 

4. SDLP: Terdapat kategori yang berbeda untuk data 
kondisi mangrove dan padang lamun di Provinsi 
Bali. 

4. DLP: Studi referensi/diskusi untuk mengonversi. 

5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai 
perubahan iklim memiliki data yang sesuai dengan 
kondisi di Indonesia. 

5. SLHB: Melakukan proxy atau pendekatan 
menyesuaikan dengan ketersediaan data. 

6. Statistik Kriminal: Pembangunan web entry 
mengalami kemunduran jadwal sehingga uji coba 
terlambat dilakukan. 

6. Statistik Kriminal: Melakukan koordinasi dengan 
SIS untuk mempercepat pembangunan web entry. 
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Kendala Solusi 

(1) (2) 
7. Statistik Politik: Perubahan alamat web entry 

sehingga perlu migrasi data user provinsi. 
7. Statistik Politik: Membuat daftar user provinsi 

untuk dimasukkan dalam web entry. 
8. SPAK: Tidak tersedianya anggaran pelatihan 

petugas dan pelaksanaan lapangan SPAK 2025 
karena efisiensi anggaran, dan bukti SIQAF kurang 
lengkap (menunggu kelengkapan bukti dukung 
dari direktorat Diseminasi). 

8. SPAK: Perencanaan kegiatan refreshing petugas 
SPAK 2025 secara online dan melakukan 
koordinasi dengan direktorat Diseminasi terkait 
kelengkapan bukti SIQAF. 

9. Rilis Kemiskinan Juli: Belum adanya kepastian 
apakah akan ada percepatan rilis kemiskinan 
seperti tahun sebelumnya. 

9. Rilis Kemiskinan Juli: Melakukan diskusi dengan 
pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait 
dengan kepastian kapan rilis Maret 2025. 

10. Rilis ketimpangan Juli: Belum adanya kepastian 
apakah akan ada percepatan rilis   

10. Rilis ketimpangan Juli: Melakukan diskusi dengan 
pimpinan untuk mendapatkan arahan terkait 
dengan kepastian kapan rilis Maret 2025. 

Triwulan II 

1. Podes : Beberapa daerah sulit (Papua, Papua Barat 
dan Kaltim) membutuhkan perpanjangan waktu 
pendataan lapangan. 

1. Podes: Daerah tersebut mengajukan surat 
perpanjangan waktu, dan perlu ada penyesuaian 
SOP. 

2. Desa Cantik: Jumlah Desa Cantik 2021-2024 pada 
lampiran mengalami perubahan karena 
ketidaktersediaan bukti dukung 

2. Desa Cantik: Melakukan konfirmasi ke daerah 
terkait output Desa Cantik 2021-2024 

3. SLHI: Beberapa indikator lingkungan bergantung 
pada data sektoral dari K/L, sehingga risiko 
keterlambatan atau ketidaksesuaian data sulit 
dikendalikan, belum semua K/L memiliki konsep 
dan definisi dari data yang mereka kumpulkan, 
dan ketidakhadiran beberapa K/L dalam zoom 
meeting sehingga monitoring tidak optimal 

3. SLHI: Merencanakan zoom meeting kembali 
dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi 
dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi 
SLHI 2025 

4. SDLP: Web entri SISLH 2025 saat dilakukan 
aktivitas entri masih menyisakan permasalahan 
Aplikasi 

4. SDLP: Penyempurnaan aplikasi 

5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai 
rujukan penyusunan publikasi dan metadata 
perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang 
tersedia di Indonesia, dan tidak semua data yang 
diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data 
yang kondisinya belum update 

5. ALHB: Melakukan proxy atau pendekatan 
menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan 
melakukan proxy atau pendekatan menyesuaikan 
dengan ketersediaan data 

6. SPAK: Anggaran SPAK 2025 ditiadakan, dan 
literatur terbatas dari media online 

6. SPAK: Karena kegiatan pengumpulan data SPAK 
ditiadakan maka tidak dilakukan RTL TW 2 2025 
berikut : finalisasi pedoman dan kuesioner SPAK 
2025, uji coba aplikasi FASIH SPAK 2025, dan 
pencarian literatur secara offline dengan 
mengunjungi perpustakaan KPK dan Perpustakaan 
Nasional 

7. Rilis Kemiskinan Juli: Diperlukan pengecekan dan 
evaluasi terhadap data Susenas yang diterima, 
dan penentuan penimbang yang digunakan 

7. Rilis Kemiskinan Juli: Koordinasi dengan 
direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait 
evaluasi data Susenas yang diterima, dan diskusi 
dan meminta arahan pimpinan 

8. Rilis Ketimpangan Juli: Diperlukan pengecekan 
dan evaluasi terhadap data Susenas yang 

8. Rilis Ketimpangan Juli: Koordinasi dengan 
direktorat Kesra, PMSS, dan Duknaker terkait 
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Kendala Solusi 

(1) (2) 
diterima, dan penentuan penimbang yang 
digunakan. 

evaluasi data Susenas yang diterima, diskusi dan 
meminta arahan pimpinan.  

Triwulan III 

1. Podes: Capaian Akhir Pengumpulan data di BPS 
Provinsi Papua hanya 97,27 persen, sebanyak 152 
desa non respons karena faktor keamanan, 
transportasi dan anggaran. Dengan ini capaian 
pengumpulan data Podes 2025 adalah 99,82 
persen desa/kelurahan di Indonesia, dan model 
formula IKG masih perlu beberapa exercise 
sebelum diputuskan pimpinan 

1. Podes: BPS Kabupaten sudah berupaya melakukan 
Penyesuaian SOP:  a. Pengoptimalan anggaran 
tambahan dari Pusat; b. Penggunaan data 
sekunder dari dinas terkait; c. Pengumpulan data 
melalui telepon; dan d. Janji titik temu di luar 
desa), dan tahapan yang sudah dilakukan untuk 
formulasi IKG pada TW 3 (a. Penyusunan dan 
penetapan revisi variabel, indikator, dan aturan 
scoring yang digunakan dalam penghitungan IKG, 
b. Pelaksanaan exercise dengan menerapkan 
beberapa metode pembobotan, antara lain Equal 
Weighting, Principal Component Analysis (PCA), 
Principal Factor Analysis (PFA), dan Confirmatory 
Factor Analysis (CFA), c.  Perbandingan hasil IKG 
baru dari masing-masing metode exercise dengan 
IKG tahun 2024 menggunakan berbagai ukuran 
statistik, seperti selisih nilai, korelasi, dan koefisien 
variasi, d.  Evaluasi hasil penghitungan IKG dengan 
membandingkan peringkat (ranking) hasil metode 
baru terhadap peringkat kesulitan versi BPS 
daerah, e. Pelaksanaan rapat penyampaian hasil 
akhir dan pembahasan formula IKG baru bersama 
pimpinan.) 

2. Desa Cantik: Tidak tersedia anggaran untuk acara 
penganugerahan (awards) Desa Cantik terbaik 
dan mengundang peserta daerah penerima 
penghargaan. 

2. Desa Cantik: Memasukkan kegiatan awards Desa 
Cantik pada kegiatan Sosialisasi SE2026 dan HSN 
2025, di mana anggaran semua disediakan 
anggaran SE. 

3. SLHI: Beberapa data sektoral dari K/L mengalami 
update, sehingga mengalami perbaikan dan perlu 
dientri kembali pada Publikasi SLHI 2025, 
beberapa data tidak konsisten dengan tahun 
sebelumnya, misalnya satuan yang berubah atau 
perbedaan angka yang melonjak/menurun tajam, 
sehingga perlu konfirmasi ulang dengan K/L 
penyedia data. 

3. SLHI: Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang 
data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025, 
melakukan konfirmasi ulang dengan K/L penyedia 
data, dan meng-update kembali data yang tidak 
konsisten berdasarkan hasil konfirmasi dari K/L 
penyedia data. 

4. SDLP: Mekanisme pemilihan lokasi kualitas air laut 
yang akan ditampilkan di publikasi, sudah rutin 
dilakukan tetapi belum dituliskan mekanismenya. 
Berpotensi pelaksana yang belum pernah 
menangani, menjadi kesulitan dalam menelusuri, 
sebagian besar SDLP telah disetujui 
pemenuhannya oleh KKP namun pemberian data 
menunggu pengesahan PKS antara BPS dan KKP, 
sebagian data dari kementerian belum diperoleh 
karena menanti pengesahan PKS sehingga 

4. SDLP: Melakukan kajian pemilihan sampel kualitas 
air laut data dari dinas terkait di tingkat provinsi, 
untuk digunakan dalam pemilihan sampel data 
yang akan ditampilkan pada publikasi SDLP 2025, 
mengoptimalkan pemanfaatan Portal Data KKP 
untuk memperoleh sebagian data SDLP yang 
dibutuhkan, dan mengoptimalkan data terkait 
kelautan dan perikanan dari BPS dan sumber lain 
yang tersedia pemutakhirannya 
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(1) (2) 
finalisasi pengolahan menunggu situasi dan 
kondisi final. 

5. ALHB: Tidak semua indikator CISAT sebagai 
rujukan penyusunan publikasi dan metadata 
perubahan iklim, disesuaikan dengan data yang 
tersedia di Indonesia, tidak semua data yang 
diminta sudah tersedia di K/L terkait. Ada data 
yang kondisinya belum update, data masih banyak 
yang belum masuk, koordinasi dengan K/L 
terkendala kesibukan K/L, dan pembabakan 
Analisis ada perubahan sehingga butuh waktu 
untuk penyesuaian. 

5. ALHB: Melakukan proxy atau pendekatan 
menyesuaikan dengan ketersediaan data, dan 
melakukan analisis sesuai pembabakan baru. 

6. Statistik Kriminal: Data dari K/L belum seluruhnya 
terkumpul, dan beberapa data belum seluruhnya 
terkumpul sehingga belum bisa dilakukan 
eksplorasi dan pengolahan. 

6. Statistik Kriminal: Berkoordinasi dengan K/L 
terkait pengumpulan data, dan melakukan 
pengolahan untuk data yang sudah tersedia. 

7. Statistik Politik: Data dari K/L pusat belum 
seluruhnya terkumpul. 

7. Statistik Politik: Dilakukan monitoring 
pengumpulan data K/L 

8. SPAK: Usulan Kegiatan SPTK diadakan kembali 
pada Tahun 2027, sehingga memerlukan waktu 
dan proses kembali dalam pengajuannya, dan 
literatur dan bahan dukung teknis bahan 
penulisan publikasi terbatas dari media online. 

8. SPAK: berkoordinasi dengan tim yang terkait, dan 
menyesuaikan dengan ketersediaan data 

9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Adanya instruksi 
untuk percepatan penghitungan angka 
kemiskinan dan kemiskinan ekstrem 
kabupaten/kota 2025 

9. Kemiskinan Kabupaten/Kota: Percepatan jadwal 
rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/ kota 
2025 dengan BPS Daerah. 

Triwulan IV 

1. Podes: Sosialisasi hasil Podes 2025 sebagai salah 
satu media untuk mendiseminasikan hasil Podes 
tidak dapat dilaksanakan. 

1.  Podes: Diseminasi hasil Podes 2025 tetap 
dilakukan melalui cara lain yaitu upload publikasi 
di website BPS 

2. Desa Cantik: (1) Website Desa Cantik yang belum 
bisa dirilis untuk Publik, (2) Proses Penyusunan 
Kepka dan Perka memakan waktu reviu Kepka di 
JDIH yang cukup lama, (3) Kendala dalam 
menentukan Target Desa Cantik binaan 2026 
karena beberapa daerah tidak sanggup membina 
3 desa/kelurahan mengingat padatnya kegiatan 
tahun 2026.  

2. Desa Cantik: (1) Memberikan feedback Web Desa 
Cantik yang sudah dibuat dan menunggu kesiapan 
infrastruktur di Direktorat SIS, (2) 
Mengkomunikasikan melalui WA dengan PIC 
Hukum untuk follow up proses reviu Kepka dan 
Perka, (3) Melakukan konfirmasi usulan Target 
Desa Cantik binaan tahun 2026.  

3. SLHI: (1) Beberapa data sektoral dari K/L 
mengalami update, sehingga mengalami 
perbaikan dan perlu dientri kembali pada Publikasi 
SLHI 2025 (2) Beberapa data tidak konsisten 
dengan tahun sebelumnya, misalnya satuan yang 
berubah atau perbedaan angka yang 
melonjak/menurun tajam, sehingga perlu 
konfirmasi ulang dengan K/L penyedia data. 

3. SLHI: (1) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan silang 
data yang sudah dientri dalam Publikasi SLHI 2025, 
(2) Melakukan konfirmasi ulang dengan K/L 
penyedia data, (3) Meng-update kembali data 
yang tidak konsisten berdasarkan hasil konfirmasi 
dari K/L penyedia data.  

4. SDLP: (1) Jumlah desa tepi laut 2025 lebih rendah 
dibandingkan jumlah desa tepi laut 2024, secara 

4. SDLP: (1) Mengikuti solusi dalam publikasi Podes 
yaitu memberikan penjelasan catatan di setiap 
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(1) (2) 
logika tidak relevan, namun terjelaskan dengan 
tidak dilakukannya pendataan pada 152 desa 
karena kendala keamanan dan lainnya dan 
ditemukan data sekunder yang tidak konsisten, (2) 
Beragam pekerjaan minor dan mayor pada tahap 
pengolahan dan analisis, dengan waktu yang 
tumpang tindih ditambah dengan pekerjaan 
tambahan, baik teknis dan nonteknis, 
berpengaruh terhadap progres pekerjaan. Hal ini 
karena adanya perbedaan kapasitas masing-
masing SDM, berpotensi membebani SDM dengan 
kapasitas yang mumpuni, (3) Pembatasan waktu 
reformat ke dalam Indesign karena berbagi akun 
official BPS untuk adobe Indesign, adanya revisi 
hasil pengolahan beberapa tabel yang cukup 
memberikan tambahan effort dalam aktivitas 
reformat ke dalam Indesign. 

tabel terkait. Data sekunder yang tidak konsisten 
diputuskan tidak dipakai karena dapat 
menimbulkan misleading bagi pengguna data, (2) 
SDM dengan kapasitas yang lebih kuat membantu 
SDM dengan kapasitas standar, (3) Melakukan 
pembagian waktu yang ketat dalam penggunaan 
akun, melakukan pendampingan melekat 
terhadap SDM yang membutuhkan dengan 
mengeluarkan effort yang relatif besar sehingga 
Pelaksanaan Penyusunan Publikasi Statistik 
Sumber Daya Laut dan Pesisir 2025 dapat 
diselesaikan dengan tuntas, baik, dan memberikan 
daya tarik khusus di tingkat Lembaga (BPS). 

5. ALHB: Ada reviu dan perbaikan dari pimpinan dan 
diseminasi terbatas waktu dengan jadwal rilis. 

5. ALHB: Menyegerakan melakukan perbaikan 
sehingga publikasi bisa dirilis tepat waktu. 

6. Statkrim: Data statistik peradilan pidana yang 
bersumber dari K/L belum seluruhnya tersedia 
hingga batas akhir penyusunan publikasi. 

6. Statkrim: Pembahasan mengenai statistik 
peradilan pidana tidak ditampilkan dalam 
publikasi Statistik Kriminal, dan dialihkan untuk 
disajikan dalam Laporan Kegiatan Data Tunggal 
Statistik Kriminal (DTSK) Tahun 2025. 

7. Statpol: (1) Ketersediaan data, khususnya data 
Pilkada tahun 2005 sampai dengan 2013, (2) Data 
hasil Pilkada merupakan isu sensitif belakangan 
ini, khususnya data yang mencakup identitas 
pasangan calon kepala daerah, (3) Minimnya 
dokumentasi proses Pilkada sebelum tahun 2024 
(4) Terbatasnya akun Indesign yang resmi 
sehingga layouting hanya dapat dikerjakan oleh 1 
orang. 

7. Statpol: (1) Menyajikan data Pilkada yang tersedia 
di KPU dan ditambah dengan data dari berbagai 
media, (2) Konsultasi dengan Bawaslu dan DKPP 
terkait data terkait identitas pasangan calon 
kepala daerah yang dapat disajikan pada publikasi, 
(3) Mengajukan permintaan dokumentasi Pilkada 
tahun 2015-2020 ke Bawaslu RI, (4) Menggunakan 
aplikasi Indesign Portable yang tidak resmi. 

8. SPAK: Reviu publikasi Analisis Petty Corruption 
dari pimpinan melewati batas tanggal upload 
publikasi pada Simotik. 

8. SPAK: Karena non ARC, publikasi masih aman 
dapat di-upload pada bulan Desember. 

9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di 
Indonesia: (1) Kompleksitas indikator karakteristik 
kemiskinan (pendidikan, pekerjaan, kondisi 
perumahan, akses layanan dasar) menuntut 
kehati-hatian dalam pemilihan variabel agar 
selaras dengan konsep dan definisi statistik resmi, 
(2) Diperlukannya pencermatan berlapis untuk 
memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, 
dan narasi analisis antara bab, tabel, dan 
infografik, sehingga proses finalisasi 
membutuhkan waktu yang relatif panjang. 

9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di 
Indonesia: (1) Menyusun prioritas indikator 
karakteristik kemiskinan yang paling relevan dan 
sering digunakan dalam analisis kebijakan, dengan 
tetap mengacu pada konsep dan definisi BPS, (2) 
Mengoptimalkan koordinasi melalui pembagian 
peran yang jelas antara penulis dan penelaah, 
serta penerapan rolling review untuk 
mempercepat konsolidasi masukan. 

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ 
Kota: (1) Semakin menurunnya tingkat kemiskinan 
di sejumlah kabupaten/kota berdampak pada 

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota: 
(1) Menerapkan pengendalian kualitas estimasi 
dengan menjadikan indikator karakteristik 
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(1) (2) 
semakin kecilnya jumlah sampel rumah tangga 
miskin dalam data Susenas Maret 2025. Kondisi ini 
menyebabkan meningkatnya Relative Standard 
Error (RSE) pada beberapa indikator karakteristik 
kemiskinan di tingkat kabupaten/kota, sehingga 
membatasi ketajaman analisis dan ruang 
interpretasi hasil, khususnya untuk wilayah 
dengan tingkat kemiskinan relatif rendah, (2) 
Diperlukannya pencermatan berlapis untuk 
memastikan konsistensi angka, konsep, definisi, 
dan narasi analisis antara bab, tabel, dan 
infografik, sehingga proses finalisasi 
membutuhkan waktu yang relatif panjang. 

kemiskinan yang memiliki nilai Relative Standard 
Error (RSE) tidak memenuhi kriteria sebagai NA 
(Not Available), (2) Mengoptimalkan koordinasi 
melalui pembagian peran yang jelas antara penulis 
dan penelaah, serta penerapan rolling review 
untuk mempercepat konsolidasi masukan. 

Rencana Tindak Lanjut   
Untuk rekomendasi perbaikan kinerja  berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan 

dilaksanakan pada  tahun 2026  adalah sebagai berikut. 
1. Podes: 

a. Triwulan I  
Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah (jadwal kegiatan, alokasi petugas 
dll), rapat Interkementerian tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan 
Kuesioner Podes 2026, penyusunan buku pedoman Podes 2026, penyusunan bahan 
ajar Podes 2026, dan penyusunan QG Podes 2026. 

b. Triwulan II 
Workshop Intama, Pelatihan Innas, Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas, dan 
Pengumpulan Data. 

c. Triwulan III 
Evaluasi Data,  dan Pengolahan Podes serta IKG. 

d. Triwulan IV 
Finalisasi data Podes, dan Penyusunan publikasi Podes. 

2. Descan: 
a. Triwulan I  

Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa 
Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik). 

b. Triwulan II 
Monitoring Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 
kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik). 

c. Triwulan III 
Uji Coba CAWI dan Dashboard Penilaian Desa Cantik 2026, Sosialisasi Penilaian Desa 
Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian Desa Cantik di 
Provinsi, Desk Evaluation, Field Evaluation, Pleno Penilaian Akhir Desa Cantik; dan  
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Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan 
Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik). 

d. Triwulan IV 
Pemeriksaan Output Desa Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web 
Desa Cantik, Pembuatan Kepka Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan 
Pelaksanaan Program Desa Cantik 2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa 
Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke IKU lain terkait Desa Cantik). 

3. SLHI: 
a. Triwulan I  

Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026. 
b. Triwulan II 

Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik 
Lingkungan Hidup Indonesia 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L, 
Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, dsb), Melakukan 
zoom meeting dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi 
mengenai penyusunan Publikasi SLHI 2026, dan Terselesaikannya perpanjangan PKS 
antara BPS dengan BMKG. 

c. Triwulan III 
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi 
SLHI 2026, Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan Melakukan 
pemeriksaan data pada Publikasi SLHI 2026. 

d. Triwulan IV 
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi 
SLHI 2026, Rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, 
dan  Melakukan rilis Publikasi SLHI 2026. 

4. SDLP: 
a. Triwulan I  

Melaksanakan evaluasi tahap persiapan SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan 
SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengumpulan data SDLP 2025 untuk 
persiapan penyusunan SDLP 2026, melaksanakan evaluasi tahap pengolahan dan 
analisis data SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan SDLP 2026, dan melaksanakan 
reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi SDLP 2025 untuk persiapan penyusunan 
SDLP 2026. 

b. Triwulan II 
Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan 
pesisir serta Persiapan tema, outline, dan narasi publikasi, penguatan aplikasi SISLH 
2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi Statistik, pengumpulan 
data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis tematik, dan 
penyusunan template publikasi. 

c. Triwulan III 
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Lanjutan perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut 
dan pesisir serta penyusunan publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat 
pusat, pencarian informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS 
memberikan anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), 
pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya 
(kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil 
pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), melanjutkan draf narasi/analisis 
tematik/menyusun infografis, memfinalkan template publikasi, dan melaksanakan 
penyusunan publikasi. 

d. Triwulan IV 
Lanjutan pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian 
informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, 
lanjutan periode pencarian informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia 
anggarannya, lanjutan pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder 
(evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf narasi/analisis tematik/infografis, 
melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam diseminasi kegiatan penyusunan 
publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi internal, dan finalisasi 
publikasi. 

5. ALHB: 
a. Triwulan I  

Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026. 
b. Triwulan II 

Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, 
menyiapkan surat permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan 
publikasi (dummy table, dsb), dan melakukan zoom meeting dengan K/L terkait 
untuk melakukan koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi 
ALHB 2026. 

c. Triwulan III 
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi 
ALHB 2026, melakukan entri data pada Publikasi ALHB 2026, dan melakukan 
pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026. 

d. Triwulan IV 
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi 
ALHB 2026, rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 
2026, dan melakukan rilis Publikasi ALHB 2026. 

6. Statkrim: 
a. Triwulan I  

Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat 
kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik 
Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026. 

b. Triwulan II 
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Rapat dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi Statistik 
Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan data ke K/L dan daerah, menyiapkan 
kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, outline publikasi, dsb), dan 
melakukan reviu dan perancangan web entry dalam rangka pengumpulan data 
kriminal 2026. 

c. Triwulan III 
Rapat dalam rangka pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi 
Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi Statistik Kriminal 
2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal 2026. 

d. Triwulan IV 
Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan dan 
finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026. 

7. Statpol: 
a. Triwulan I  

Rapat pembahasan persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat 
kegiatan Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik 
Politik dan Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026. 

b. Triwulan II 
Koordinasi dengan sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan 
lebih awal sebelum 30 Juni 2026. 

c. Triwulan III 
Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan sebagai 
dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026. 

d. Triwulan IV 
Mengajukan penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat 
penyusunan publikasi Statistik Politik 2026. 

8. SPAK: 
a. Triwulan I  

Persiapan kegiatan SPAK 2026. 
b. Triwulan II 

Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dapat 
dilaksanakan di antaranya penyusunan Quality Gates SPAK 2026, dan Pengumpulan 
data. 

c. Triwulan III 
Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan SPAK yang dilaksanakan 
adalah pengolahan dan pemeriksaan data SPAK. 

d. Triwulan IV 
Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan maka kegiatan yang dilaksanakan adalah 
pengumpulan data SPAK 2026 dan penyusunan publikasi IPAK 2026.  
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9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: 
a. Triwulan I  

Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar 
periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan 
demografis. 

b. Triwulan II 
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung 
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke 
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka 
kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil 
pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional. 

c. Triwulan III 
Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk 
keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu sintaks 
pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan 
hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan 
karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik 
kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (cover) Publikasi Penghitungan dan 
Analisis Kemiskinan Makro. 

d. Triwulan IV 
Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Penghitungan dan Analisis 
Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah naskah Publikasi 
Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui Simotik. 

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: 
a. Triwulan I  

Menyusun perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar 
periode untuk mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan 
demografis. 

b. Triwulan II 
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung 
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke 
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka 
kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil 
pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional. 

c. Triwulan III 
Reviu kembali sintaks pengolahan (disesuaikan dengan kuesioner terupdate), 
pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka 
kemiskinan kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 
2026 dengan BPS Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 
2025, pemeriksaan silang (crosscheck) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan 
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kabupaten/kota 2026, dan penyusunan draf publikasi  Data dan Informasi 
Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026. 

d. Triwulan IV 
Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data 
Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan 
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi 
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik. 

10. Rilis Kemiskinan Juli: 
a. Triwulan I  

Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan 
program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro 
Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk 
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan. 

b. Triwulan II 
Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, 
permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan 
rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS 
Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. 

c. Triwulan III 
Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan 
pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. 

d. Triwulan IV 
Kegiatan telah selesai di triwulan III. 
 

11. Rilis Ketimpangan Juli: 
a. Triwulan I  

Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2026. penyusunan 
program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel Makro 
Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk 
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan. 

b. Triwulan II 
Pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, 
permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan 
rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan 
angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan penyusunan draf Naskah BRS 
Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. 

c. Triwulan III 
Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan 
pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025. 
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d. Triwulan IV 
Kegiatan telah selesai di triwulan III. 

2)  Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial juga mengupayakan penguatan statistik 
sektoral K/L/D/I sebagai perwujudan peningkatan pelayanan prima dalam 
penyelenggaraan SSN di bidang statistik ketahanan sosial.  Pada tahun 2025, Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial memiliki target sebanyak 6 K/L/D/I untuk dibina. Adapun ke-6 
K/L/D/I yang menjadi target tersebut adalah:  

1. Kejaksaan Agung RI; 

2. Kepolisian Negara RI; 

3. Kementerian Sosial; 

4. Komisi Pemberantasan Korupsi; 

5. Kementerian Desa dan PDT; 

6. Kementerian Transmigrasi.  

Indikator kinerja sasaran Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial adalah merupakan indikator komposit dari 2 
variabel pembentuk, yaitu:  1. Tingkat Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai Standar 
(80 persen) dan 2. Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam 
penyelenggaraan statistik Sektoral. (20 persen). 

Berdasarkan penilaian dari sekretariat PSS, pada tahun 2025 Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial mendapatkan nilai TPSS yang cukup bagus yaitu sebesar 106,67 poin. 
Sedangkan persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Direktorat dalam 
penyelenggaraan statistik Sektoral, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menargetkan 
1.94 persen.  

 Berdasarkan nilai di atas, maka Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin, 
sedangkan target hanya 64,39 poin. Sehingga capaian kinerja sasaran strategis Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 adalah sebesar 120 persen. 

Dalam mencapai sasaran ini, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial menghadapi 
beberapa kendala pada triwulan I-IV. Berbagai strategi dilakukan sebagai solusi untuk 
mengatasi kendala-kendala tersebut. Kendala dan Solusi secara rinci per triwulan dapat 
dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Kendala dan Solusi pada Capaian Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

Kendala Solusi 

(1) (2) 
Triwulan I 

1. Kejaksaan Agung RI: a.  Jadwal   antara BPS dan 
K/L yang bentrok sehingga terkadang realisasi 
pelaksanaan  mundur dari jadwal yang 
direncanakan. b. Tidak adanya anggaran untuk 
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. 

1. Kejaksaan Agung RI: a.  Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kejaksaan RI untuk menjadwalkan pembinaan. B. 

Pelaksanaan pembinaan secara daring atau 
menggunakan anggaran dari K/L. 

2. Kepolisian  Negara RI: a.     Kurangnya dukungan 
dari pimpinan sehingga  pelaksanaan pembinaan 
(identifikasi kegiatan statistik dan penentuan 
kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi 
terhambat. b.     Tidak adanya anggaran untuk 
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral. 

2. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kepolisian RI untuk menjadwalkan pembinaan. d. 

Pelaksanaan pembinaan secara daring atau 
menggunakan anggaran dari K/L. 

3. Kemensos: a.    Tidak tersedianya anggaran untuk 
melakukan  pembinaan secara langsung ke K/L 
lokus binaan. b.    pelaksanaan kegiatan harus 
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur  
dari jadwal yang sudah direncanakan. 

3. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian Sosial untuk menjadwalkan 
pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara 
daring atau menggunakan anggaran dari 
Kementerian Sosial. 

4. KPK: a. Tidak tersedianya anggaran untuk 
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L 
lokus binaan. b.  Pelaksanaan kegiatan harus 
menyesuaikan  dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan mundur 
dari jadwal yang sudah direncanakan. 

4. KPK: a. peran aktif dari BPS untuk terus 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK 
untuk menjadwalkan pembinaan. b. pelaksanaan  
pembinaan secara daring atau menggunakan 
anggaran dari KPK. 

5. Kemendes   dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran 
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di 
Anggaran BPS maupun KL. b. Pelaksanaan kegiatan 
pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit 
walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun 
sejauh ini masih masuk timeline. 

5. Kemendes dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian  Desa PDT untuk menjadwalkan 
pembinaan. B. Pelaksanaan pembinaan secara 
daring. 

6. KemenTranmigrasi: a.  Tidak tersedia anggaran 
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral di 
Anggaran BPS maupun KL.  b. Merupakan 
kementerian baru yang belum banyak tahu terkait 
kegiatan EPSS tahun sebelumnya. c. Karena 
kementerian baru, belum mempunyai akun 
khusus untuk mengakses indah (metadata, SDS) 
dan Romantik. D. Pelaksanaan kegiatan 
pembinaan harus menyesuaikan jadwal unit 
walidata, unit produsen data dan tim BPS, namun  
sejauh ini masih masuk timeline. 

6. KemenTranmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian   Transmigrasi PDT untuk 
menjadwalkan pembinaan. b. Pelaksanaan 
pembinaan secara daring atau menggunakan 
anggaran dari K/L. 

Triwulan II 

1. Kejaksaan Agung: a. Jadwal antara BPS dan K/L 
yang bentrok sehingga terkadang realisasi 
pelaksanaan mundur dari jadwal yang 

1. Kejaksaan Agung: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kejaksaan RI untuk menjadwalkan pembinaan, 
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Kendala Solusi 

(1) (2) 
direncanakan b. Tidak adanya anggaran untuk 
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral 
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS 
tersedia untuk kegiatan di bulan Juni. 

b.  Pelaksanaan pembinaan secara daring atau 
menggunakan anggaran dari Kejaksaan, c. 
Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan 
mengunjungi Kejaksaan ketika anggaran sudah 
tersedia. 

2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan dari 
pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan 
(identifikasi kegiatan statistik dan penentuan 
kegiatan statistik prioritas pembinaan) menjadi 
terhambat. b. Tidak  adanya anggaran untuk 
pelaksanaan pembinaan statistik sektoral bulan 
April-Mei. Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan 
di bulan Juni 

2. Kepolisian Negara RI: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kepolisian  RI untuk menjadwalkan 
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara 
daring atau menggunakan anggaran dari 
Kepolisian, c. Pelaksanaan pembinaan secara 
luring dengan mengunjungi Kepolisian ketika 
anggaran sudah  tersedia. 

3. Kemensos: a. Tidak tersedianya anggaran untuk 
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L 
lokus binaan anggaran PSS bulan April-Mei. 
Anggaran PSS tersedia untuk kegiatan di bulan 
Juni b. Pelaksanaan  kegiatan harus menyesuaikan 
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi   
pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang 
sudah direncanakan. 

3. Kemensos: a. Peran aktif dari BPS untuk terus 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian Sosial untuk menjadwalkan 
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara 
daring atau menggunakan anggaran dari 
Kementerian Sosial, c. Pelaksanaan  pembinaan 
secara luring dengan mengunjungi Kementerian 
Sosial ketika anggaran sudah tersedia 

4. KPK: a. Tidak tersedianya anggaran untuk 
melakukan pembinaan secara langsung ke K/L 
lokus binaan, anggaran PSS tersedia untuk 
kegiatan di bulan Juni, b. Pelaksanaan   kegiatan 
harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi   pelaksanaan kegiatan mundur 
dari jadwal yang sudah direncanakan. 

4. KPK: a. Peran aktif dari BPS untuk terus 
berkoordinasi dan berkomunikasi dengan KPK 
untuk menjadwalkan pembinaan, b.  
Pelaksanaan pembinaan secara daring atau 
menggunakan anggaran KPK saat anggaran belum 
tersedia, c.  Pelaksanaan pembinaan secara luring 
dengan mengunjungi KPK ketika anggaran sudah 
tersedia. 

5. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran 
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral 
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS 
tersedia untuk kegiatan di bulan Juni b. 

Pelaksanaan   kegiatan pembinaan harus 
menyesuaikan jadwal unit walidata, unit produsen 
data dan tim BPS, namun sejauh ini masih masuk 
timeline 

5. Kemendesa dan PDT: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian Desa PDT untuk menjadwalkan 
pembinaan, b. Pelaksanaan pembinaan secara 
daring saat anggaran belum tersedia, c.  

Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan 
mengunjungi Kementerian Desa PDT ketika  
anggaran sudah tersedia 

6. Kementransmigrasi: a. Tidak tersedia anggaran 
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral 
bulan  April-Mei. B.     Anggaran PSS tersedia untuk 
kegiatan di bulan  Juni c. Merupakan kementerian 
baru yang belum banyak tahu terkait kegiatan 
EPSS tahun sebelumnya d. Karena kementerian 
baru, belum mempunyai akun,   khusus untuk 
mengakses indah (metadata, SDS), e. Pelaksanaan 
kegiatan pembinaan harus menyesuaikan jadwal 
unit walidata, unit produsen data dan tim BPS, 
namun sejauh ini masih masuk timeline. 

6. Kementransmigrasi: a. Peran aktif dari BPS untuk 
terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 
Kementerian  Transmigrasi untuk 
menjadwalkan pembinaan, b. Pelaksanaan 
pembinaan secara daring saat anggaran belum 
tersedia, c. Pelaksanaan pembinaan secara luring 
dengan mengunjungi K/L ketika anggaran sudah 
tersedia.  
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Kendala Solusi 

(1) (2) 
Triwulan III 

1. Kejaksaan Agung: Pelaksanaan kegiatan harus 
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan 
mundur dari jadwal yang sudah direncanakan 

1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan 
berkomunikasi dengan K/L untuk menjadwalkan 
pembinaan  

2. Kepolisian Negara RI: a. Kurangnya dukungan 
dari pimpinan sehingga pelaksanaan pembinaan 
menjadi terhambat, b.  Pelaksanaan kegiatan 
harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, 
sehingga terkadang realisasi pelaksanaan 
kegiatan mundur dari jadwal yang sudah 
direncanakan 

3. KPK: pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan 
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi 
pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang 
sudah direncanakan 

2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan 
mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak 
memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan 
secara daring 

4. Kemendesa dan PDT: a. Tidak tersedia anggaran 
untuk pelaksanaan pembinaan statistik sektoral 
anggaran PSS bulan April-Mei. Anggaran PSS 
tersedia untuk kegiatan di bulan Juni, b. 

Pelaksanaan kegiatan pembinaan harus 
menyesuaikan jadwal unit walidata, unit 
produsen data dan tim BPS, namun sejauh ini 
masih masuk timeline 

5. KemenTransmigrasi: pelaksanaan kegiatan harus 
menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga 
terkadang realisasi pelaksanaan kegiatan 
mundur dari jadwal yang sudah direncanakan 

Triwulan IV 

1. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan 
dengan jadwal K/L, sehingga terkadang realisasi 
pelaksanaan kegiatan  mundur dari jadwal yang 
sudah direncanakan. 

1. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan 
berkomunikasi dengan Kepolisian RI untuk 
menjadwalkan pembinaan.  

2. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang 
mengundang semua K/L sekaligus tidak dapat 
dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia 
anggaran fullday. 

2. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan 
mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L tidak 
memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan 
secara daring. 

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja berupa Rencana Tindak Lanjut yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut. 
a. Triwulan I tahun 2026: 

Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 2026. 

b. Triwulan II tahun 2026: 
1.     Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral; 
2.     Melakukan monev mandiri semester 1; 
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3.     Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK. 

c. Triwulan III tahun 2026: 
1.     Mengikuti Edukasi Seputar Pembinaan Statistik Sektoral (ESENSIAL); 
2.     Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK. 

d. Triwulan IV tahun 2026: 
1.     Melakukan pembinaan ke Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemensos, KPK; 
2.     Melakukan monev mandiri semester 2. 

3.2 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target 
Renstra 

Direktorat Hansos memiliki empat sasaran kegiatan dengan empat IKU pada Renstra 2025-
2029 yaitu: 

a. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Penyediaan Data dan Insight Statistik Ketahanan Sosial 
yang Berkualitas, dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial 
yang Berkualitas”; 

b. Sasaran Kegiatan 2: Tersedianya Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator 
Utama Pembangunan Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Persentase Indikator 
Sasaran Visi Indonesia Emas dan 45 Indikator Utama Pembangunan Statistik Ketahanan 
Sosial yang Menjadi Statistik Resmi”; 

c. Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Pembinaan Statistik Sektoral Kementerian/ Lembaga 
Mitra Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan 
Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial”; 

d. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Desa untuk 
Menghasilkan Statistik Berkualitas dengan IKU “Persentase Kumulatif Desa yang 
Berpredikat Desa Cinta Statistik”. 

Dari empat sasaran tersebut, hanya dua sasaran kegiatan yang menjadi target yang akan 
dicapai pada tahun 2025, yaitu sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 3, di mana target 
kedua sasaran tersebut menjadi target PK Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2025. 
Ketercapaian kedua sasaran tersebut terhadap target renstra  disajikan pada Tabel 3.6.  
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Tabel 3.6 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 Terhadap Target 
Renstra 

Dari tabel di atas terlihat bahwa  pada Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan 
Sosial yang Berkualitas capaian kinerja sudah tercapai 100 persen, bahkan  untuk indikator 
Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
targetnya sudah melebihi dari target tahun 2029. Pada tahun 2029 target hanya 76,40 poin 
tetapi realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai 85,72 poin. Dengan demikian dapat 
dinyatakan bahwa capaian kinerja pada tahun 2025 sudah tercapai seperti yang dituangkan 
dalam PK Direktorat Statistik Sosial 2025 dan sejalan juga dengan target renstra tahun 2025.   

Beberapa faktor pendorong pada Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam mencapai 
target yaitu Pertama, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial melaksanakan kolaborasi dengan 
lembaga nasional maupun internasional guna menghasilkan indikator maupun metode baru. 
Kolaborasi yang dilaksanakan di antara dengan Forum Masyarakat Statistik dan World Bank 
dalam penghitungan kemiskinan ekstrem, United Nations Crime Trend Survey (UN CTS) dan 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam menghasilkan data statistik 
kriminal, dan sebagainya. 

Kedua, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial berpotensi banyak indikator strategis yang 
mendukung RPJPN dan SDGs. Hal ini selaras dengan kepercayaan pemerintah yang 
menjadikan BPS sebagai sumber data rujukan dalam rangka RPJPN 2025-2045. Di antara 
indikator yang dihasilkan Direktorat Statistik Ketahanan sosial untuk mendukung RPJPN 

Sasaran Program/Sasaran 
Kegiatan/ Indikator Kinerja 

Satuan 
Target 
2025*) 

Target 
2029*) 

Realisasi 
2025 

Capaian 
Terhadap 

Target 
2025 (%) 

Capaian 
Terhadap 

Target 2029 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Terwujudnya penyediaan Data dan 
Insight Statistik Ketahanan Sosial 
yang berkualitas 

    100 100 

  Persentase Publikasi/Laporan 
Statistik Ketahanan Sosial yang 
Berkualitas 

Persen 100 100 100 100 100 

Terwujudnya Pembinaan Statistik 
Sektoral Kementerian/ Lembaga 
Mitra Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial 

    120 112,2 

  Tingkat keberhasilan 
Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial Tingkat Keberhasilan 
Pembinaan Statistik Sektoral 
Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 

Poin 64,39 76,40 85,72 120 112,2 



 

44 

antara lain gini ratio, kemiskinan, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Indeks Demokrasi 
Indonesia (IDI), dan sebagainya. Selain itu, juga banyak menghasilkan indikator yang 
mendukung SDGs seperti data Jumlah desa tertinggal, Indeks Kebebasan, Indeks Aspek 
Kapasitas Lembaga Demokrasi, kemiskinan, dan lain sebagainya. 

Yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya yang mumpuni di Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial dengan kualifikasi pendidikan tinggi dan keahlian serta keterampilan khusus 
yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan, baik yang bersifat rutin 
seperti pelaksanaan kegiatan survei maupun penyusunan publikasi, kegiatan ad-hoc maupun 
keterlibatan pegawai sebagai perwakilan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial untuk menjadi 
narasumber maupun partisipan dalam beberapa forum internasional (UNESCAP, UNSC, 
SESRIC, dan UN expert group meeting, working group, dan lain sebagainya); 

Yang keempat yaitu melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan. Pada awal 
tahun dilakukan identifikasi kegiatan tahun 2025. Setelah identifikasi kegiatan kemudian 
dibentuk tim, yang anggota tim tidak ada tumpang tindih, sehingga ketua tim dapat mengatur 
anggotanya secara penuh. Semua tim segera menyusun jadwal rancangan kegiatan yang akan 
dilakukan selama setahun. 

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam mencapai target yaitu: 
1. Data yang kurang akurat atau tidak relevan dapat mengurangi kepercayaan pemangku 

kepentingan terhadap data; 
2. Pemangku kepentingan mungkin tidak memanfaatkan data statistik ketahanan sosial 

secara optimal karena kurangnya pemahaman mengenai penggunaan data atau insight; 
3. Ketidakpercayaan terhadap data yang dapat timbul akibat persepsi bias atau 

independensi yang diragukan; 
4. Ketidaksepahaman antar-instansi mengenai standar statistik dapat mengurangi integrasi 

SSN; 
5. Ketimpangan kemampuan teknis SDM statistik antar Kementerian/Lembaga dapat 

menghasilkan kualitas data statistik sektoral bidang sosial yang tidak standar; 
6. Kebijakan berupa penghematan anggaran dapat mempengaruhi kegiatan, di antaranya 

frekuensi dan pelaksanaan, yang mendukung pencapaian target kinerja; 
7. Ketersediaan data dari unit lain (K/L maupun Direktorat) yang terlambat dari jadwal 

sehingga dapat menghambat penyusunan publikasi yang menggunakan data tersebut; 
8. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan lapangan di daerah (keterbatasan SDM maupun 

jadwal yang tumpang tindih) yang mempengaruhi hasil dan capaian di BPS Pusat. 

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025 

A. Output yang sudah dihasilkan per prioritas 

1. Output salah satu Prioritas Presiden: Kemiskinan Ekstrem 
Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan 
dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama salah satunya 
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penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala. Berdasarkan hasil penghitungan 
terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup 
signifikan seperti digambarkan dalam Tabel berikut. 

 
  

 

Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dan Miskin Ekstrem Indonesia, 2020-
2025 

2. Output Pembinaan Statistik Sektoral (Prioritas Nasional) 
a. Konsultasi dan Asistensi Analisis Data Kriminal; 
b. Pembinaan Satu Data Indonesia; 
c. Pembinaan Proses Bisnis; 
d. Pembinaan Kelembagaan; 
e. Pembinaan Sistem Statistik Nasional; 
f. Pembinaan Kualitas Data; 
g. Pembinaan Standar Data Statistik dan Metadata Statistik Kementerian Sosial; 
h. Pembinaan Romantik di Kemendes dan PDT; 
i. Rapat Evaluasi Pembinaan Statistik Sektoral dan Persiapan Evaluasi Pembinaan 

Statistik Sektoral (EPSS) 2026; 
j. Menyusun Laporan Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025. 

4.  Makan Bergizi Gratis 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam hal ini berperan dalam berbagai kegiatan, antara 
lain: sebagai Instruktur Nasional survei MBG, asistensi analisis laporan MBG, dan supervisi 
pelaksanaan lapangan. 

5. Output Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Prioritas Nasional)  
Pada tahun 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, ikut terlibat dalam Data Tunggal 
Sosial dan Ekonomi Nasional. Keterlibatan tersebut antara lain, sebagai PIC untuk beberapa 
KLD seperti Kemensos, Kemendesa dan PDT, BKN, Korlantas polri , Provinsi Maluku Utara, 
dan NTB. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah: 
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a. Kemensos: memberikan support dalam melakukan verifikasi keluarga ataupun ground 
check, yang datanya akan dipergunakan sebagai data pembaharuan DTSEN; 

b. Kemendesa dan PDT: meminta dan menerima data yang dimiliki oleh kemendesa dan 
PDT yang dipergunakan untuk memperkaya variabel DTSEN; 

c. BKN dan Korlantas Polri: meminta data dari kedua Lembaga tersebut yang dipergunakan 
untuk memperkaya variabel DTSEN, tetapi sampai saat ini belum berhasil; 

d. Provinsi Maluku Utara, dan NTB: membantu pemerintah dalam melakukan 
pemutakhiran DTSEN, dan sampai saat ini masih berlangsung. 

 
B. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut per prioritas 

1. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penghitungan kemiskinan ekstrem ini menghadapi 
beberapa kendala teknis: 
a. Perubahan metodologi Bank Dunia dalam penghitungan kemiskinan ekstrem pada 

level internasional mengharuskan BPS mempelajari secara mendalam dan 
menyesuaikan perubahan tersebut ke dalam penghitungan kemiskinan ekstrem di 
level nasional; 

b. Konsep penghitungan kemiskinan ekstrem Bank Dunia kini mengakomodasi perbedaan 
temporal dan spasial. Untuk perbedaan temporal (temporal differences), Bank Dunia 
menggunakan Consumer Price Index (CPI) agar garis kemiskinan yang digunakan tetap 
bersifat absolut dari waktu ke waktu. Sementara itu, untuk perbedaan spasial (spatial 
differences), Bank Dunia menerapkan spatial deflator yang dibentuk dari informasi 
pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga pada level kabupaten/kota. 
Dalam penerapannya, BPS menghadapi kendala karena Bank Dunia menggunakan 
perubahan CPI March-to-March (year-on-year), sedangkan pelaksanaan SUSENAS 
Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025 sebagai bentuk antisipasi perubahan pola 
konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan yang jatuh pada Maret 2025. 
Perbedaan waktu ini berimplikasi pada kebutuhan penyesuaian teknis dalam 
penggunaan CPI; 

c. Mulai tahun 2025 Bank Dunia telah menggunakan garis kemiskinan ekstrem terbaru, 
yaitu US$3,00 PPP 2021, menggantikan garis sebelumnya US$2,15 PPP 2017. 
Pergeseran standar ini memerlukan adaptasi teknis tambahan dalam proses 
penghitungan; 

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, berikut berbagai solusi yang telah 
dilakukan: 
a. BPS secara intensif berkonsultasi dengan Bank Dunia guna memperoleh kejelasan 

teknis terkait metodologi terbaru, sekaligus membahas penyesuaian yang diperlukan 
akibat pelaksanaan SUSENAS Maret 2025 yang dilakukan pada bulan Februari. Hasil 
konsultasi ini memperkaya kapasitas teknis tim BPS dalam penghitungan kemiskinan 
ekstrem dan menghasilkan kesepakatan terkait penyesuaian CPI serta komponen lain 
yang terdampak; 

b. BPS juga melakukan sosialisasi penghitungan kemiskinan ekstrem terbaru kepada 
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perwakilan BPS Provinsi pada kegiatan Rekonsiliasi Penghitungan Kemiskinan 
Kabupaten/Kota 2025. Sosialisasi ini penting agar seluruh satuan kerja memahami 
metodologi baru, mampu menerapkannya secara konsisten. 

Hasil dari rangkaian konsultasi dan sosialisasi tersebut meningkatkan kapasitas teknis 
tim BPS serta memastikan adanya kesepahaman nasional dalam menerapkan metodologi 
penghitungan kemiskinan ekstrem yang terbaru. 

Sementara itu, sebagai tindak lanjutnya direncanakan beberapa hal berikut: 
a. Melakukan penyesuaian terhadap komponen penghitungan kemiskinan ekstrem, 

khususnya spatial deflator dan CPI, agar selaras dengan kondisi dan ketersediaan data 
Susenas 2026; 

b. Melakukan penyesuaian khusus untuk penghitungan kemiskinan ekstrem periode 
September, mengingat spatial deflator pada level kabupaten/kota hanya dapat 
dihitung menggunakan data Susenas Maret 2025 sehingga diperlukan pendekatan 
teknis tambahan untuk menjaga konsistensi penghitungan pada periode tersebut. 

2. Kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa 
kendala di antaranya: 
a. Pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan jadwal K/L, sehingga terkadang 

realisasi pelaksanaan kegiatan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan; 
b. Pelaksanaan pembinaan terkait EPSS yang mengundang semua K/L sekaligus tidak 

dapat dilaksanakan secara luring karena tidak tersedia anggaran fullday. 

Solusi:  
a. Peran aktif dari BPS untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kepolisian 

RI untuk menjadwalkan pembinaan; 
b. Pelaksanaan pembinaan secara luring dengan mengunjungi K/L, tetapi jika jadwal K/L 

tidak memungkinkan maka pembinaan dapat dilakukan secara daring. 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) : Perencanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral tahun 
2026. 

3.4 Prestasi dan Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

Selama tahun 2025, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tercatat menorehkan prestasi yakni 
di antaranya mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi dalam Pelaksanaan EPSS BPS 
pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat. Penghargaan tersebut 
diserahkan Kepala BPS pada bulan November 2025. 
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Gambar 3.4 Penerimaan Piagam Penghargaan Pelaksanaan EPSS BPS pada Penilaian Statistik 
Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat 

Sementara itu, pada 2025 Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah berinovasi dengan 
menghasilkan beberapa terobosan berikut: 

 

Gambar 3.5 Interface Web Infra Podes 2025 

1. Web Infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes. Web ini dapat 
membantu meringankan beban petugas Podes dalam mengumpulkan data infrastruktur di 
desa dan mendapatkan data infrastruktur yang lebih lengkap (tagging lokasi infra). Inovasi 
ini mulai diterapkan pada tahun 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh internal unit 
kerja/satker dan BPS secara keseluruhan. Inovasi web infra ini telah digunakan oleh 
K/L/satker/unit kerja lain untuk mendukung pekerjaannya. Berikut adalah link dan 
penggambaran inovasi web infra Podes  https://infrastruktur.web.bps.go.id/. 

https://infrastruktur.web.bps.go.id/
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2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). 
Inovasi ini bermanfaat untuk: (1) Menghemat sumber daya manusia; (2) Menghemat waktu; 
(3) Efisiensi anggaran. Bekerja sama dengan Bappenas dan menggunakan intelligent media 
analytics (IMA) yang fasilitasnya dimiliki Pusdatin Bappenas. Penggunaan big data dalam IDI 
ini mulai diterapkan pada 2025 untuk menghitung IDI 2024. Penerima manfaat inovasi IDI 
antara lain, internal unit kerja/satker seperti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, DAPS 
(untuk data Indeks HAM), maupun BPS secara keseluruhan, dan KL lain di antaranya 
Kemenkopolkam (IKU Kemenkopolkam), Bappenas (RPJMN, RPJPN, RKP, SDG's), 
Kemendagri (IKU Kemendagri), Kementerian HAM (RPJMN), dan Pemda (IKU Gubernur, 
RPJMD), maupun Perguruan tinggi, lembaga kajian sosial politik, NGO. Inovasi ini telah 
direplikasi oleh K/L/satker/unit kerja lain seperti Kementerian HAM yang menggunakan 
teknik pengumpulan data yang digunakan oleh IDI dalam mengumpulkan data Indeks HAM 
(rilis 15 Desember 2025). Berikut adalah tautan bukti dukung replikasi 
https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-
indeks-ham-indonesia. 

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran 

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja 2025, Pagu total anggaran yang dialokasikan untuk 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum pada PK Direktorat Statistik 
Ketahanan Sosial 2025 sebesar Rp7.012.174.000. Seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, 
tidak semua pagu total anggaran tersebut dapat digunakan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan 
efisiensi anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga termasuk BPS tidak terkecuali Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial. Dampak efisiensi tersebut yaitu besar anggaran yang dapat digunakan 
untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sampai akhir triwulan IV Tahun 
2025 hanya sebesar Rp1.669.416.000 dengan realisasi sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 persen). 
Realisasi anggaran menurut rincian output dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Pagu dan Realisasi Anggaran 2025 Menurut Rincian Output 

No Rincian Output 
Pagu yang 

dapat 
Digunakan (Rp) 

Realisasi  (Rp) 
Persentase Realisasi 
terhadap Pagu yang 

dapat Digunakan  (%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 2907.BDB.100 Fasilitasi dan 

Pembinaan Lembaga 
44.466.000 31.390.000 70,59 

2 2907.BMA.006 
Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial 

1.543.958.000 1.312.544.440 85.01 

3 2907.BMA.008 
Publikasi/Laporan Pendataan 
Podes 

80.992.000 68.331.509 84,37 

Jumlah 1.669.416.000 1.412.265.949 84,60 

Sumber: SAKTI per 30 Desember 2025 

https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia
https://www.antaranews.com/berita/5305996/kementerian-ham-dan-bps-luncurkan-indeks-ham-indonesia
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Bila dilihat dari rincian output, maka berdasarkan Tabel 3.7, persentase realisasi tertinggi 
pada rincian output Publikasi/Laporan  Statistik Ketahanan Sosial dan terendah pada output 
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga .Terdapatnya anggaran yang realisasinya tidak mencapai 100 
persen disebabkan adanya kebijakan yang membatasi revisi antar akun sehingga sisa anggaran 
narasumber dan belanja bahan yang ada tidak dapat direvisi dan berdampak pada tidak 
optimalnya penyerapan anggaran. Meskipun demikian Direktorat Statistik Ketahanan Sosial  
tahun 2025 tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dengan 
membandingkan Capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut dapat diperoleh nilai efisiensi 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025, seperti yang disajikan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Tabel Efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025  Menurut 
Sasaran  dan Total 

 
*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir 
***) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%)/Persentase realisasi anggaran 2025 (%) 

Berdasarkan Tabel 3.8, dapat ditunjukkan bahwa nilai efisiensi Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial tahun 2025 mencapai lebih dari 1, baik untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja 
Direktorat maupun totalnya. Ini berarti Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah efisien dalam 
penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya. Adapun upaya-upaya efisiensi yang dilakukan 
oleh Direktorat Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 yaitu: 
1. Pelatihan Desa Cantik Kabupaten/Kota dilakukan secara online pada kegiatan Desa Cantik; 
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2. Koordinasi dengan K/L terkait jadwal penyusunan publikasi maupun pelaksanaan pembinaan 
statistik sektoral dilakukan secara daring/online meeting; 

3. Sosialisasi ke daerah terkait kegiatan penyusunan publikasi maupun kegiatan lain secara 
online; 

4. Pemberian penghargaan Desa Cantik dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan BPS lain; 
5. Mengundang rapat dengan peserta KL tanpa memberikan anggaran transport lokal untuk 

peserta KL tersebut; 
6. Perjalanan dinas dilakukan dengan lebih selektif agar kegiatan yang dicakup lebih optimal; 
7. Rate paket meeting yang digunakan lebih rendah dari SBM agar kebutuhan jumlah peserta 

dapat terpenuhi. 
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BAB 4 
PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja 
yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai 
kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melaksanakan 
penyelenggaraan statistik di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. 

Dari sisi capaian kinerja, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial pada tahun 2025 secara rata-
rata mencapai 110,00 persen, naik 2 persen dari pencapaian 2023 dan 2024 yang mencapai 108 
persen. Pada sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan 
Sosial yang Berkualitas” diperoleh realisasi sebesar 100 persen dengan capaian kinerja 100 
persen. Sedangkan realisasi pada sasaran kegiatan dengan IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan 
Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” sebesar 85,72 poin dengan capaian 
kinerja mencapai 120 persen. Sementara itu dengan nilai SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial tahun 2025 sebesar 74,60, untuk ukuran Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Direktorat 
Statistik Ketahanan Sosial tahun 2025 diperoleh NKO rata-rata sebesar 94,5 atau predikat baik 
untuk seluruh sasaran.  

Jika dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja unit kerja lain pada Eselon II yang sama 
pun, capaian kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial lebih tinggi dibanding rata-rata capaian 
kinerja pada lingkup DBSS yang sebesar 108,41 persen. Adapun bila dibandingkan terhadap 
target Renstra 2025-2029 adalah capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU “Persentase 
Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” mencapai 100 persen baik 
terhadap target 2025 maupun 2029. Sedangkan capaian kinerja sasaran kegiatan dengan IKU 
“Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” 
mencapai 120 persen terhadap target tahun 2025 dan mencapai 112,2 persen terhadap target 
tahun 2029.  

Beberapa Kegiatan di Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang termasuk Prioritas Nasional, 
Presiden, maupun Isu Strategis terdiri dari Penghitungan Kemiskinan Ekstrem dan Pembinaan 
Statistik Sektoral. Adapun output kegiatan tersebut di antaranya: adanya penurunan persentase 
penduduk miskin ekstrem dibanding tahun 2024. Sementara untuk kegiatan PSS, output tahun 
ini sama dengan tahun sebelumnya tetapi penilaiannya berbeda. Pada tahun ini penilaiannya 
adalah  Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral dan Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial mendapatkan nilai sebesar 85,72 poin. 

Pagu total anggaran Direktorat Statistik Ketahanan Sosial sesuai dengan yang tercantum 
pada PK sebesar Rp7.012.174.000. Dengan adanya kebijakan efisiensi untuk semua K/L, anggaran 
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang dapat digunakan sampai akhir triwulan IV Tahun 2025 



 

54 

hanya sebesar Rp1.669.416.000. Realisasi anggaran total sebesar Rp1.412.265.949 (84,60 
persen). Pagu anggaran yang dapat digunakan untuk IKU “Persentase Publikasi/Laporan Statistik 
Ketahanan Sosial yang Berkualitas” sebesar Rp1.624.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 
1.380.875.949 (84,98 persen). Adapun untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik 
Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial” dengan pagu yang dapat digunakan sebesar 
Rp.44.466.000 dan realisasinya Rp31.390.000 (70,59 persen). Karena realisasi anggaran lebih 
kecil dibandingkan capaian kinerjanya baik per sasaran maupun total sehingga diperoleh nilai 
efisiensi lebih dari satu maka dapat dinyatakan bahwa Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah 
efisien dalam penggunaan anggaran untuk mencapai kinerjanya dengan berbagai upaya efisiensi 
yang sudah dilaksanakan selama triwulan I-IV tahun 2025.    

4.2  Rencana Tindak Lanjut 

Untuk rekomendasi perbaikan kinerja berupa rencana tindak lanjut (RTL) yang akan 
dilaksanakan pada  tahun 2026  triwulan I-IV adalah sebagai berikut.  

A. RTL untuk IKU “Persentase Publikasi/ Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas” 
adalah sebagai berikut: 
1. Podes: (1) Pengiriman surat kegiatan Podes 2026 ke Daerah; rapat Interkementerian 

tentang Kebutuhan Data pada Podes 2026, penyusunan kuesioner, buku pedoman, dan 
bahan ajar dan QC Podes 2026; (2) Pelatihan Podes (Workshop Intama, Pelatihan Innas, 
Pelatihan Inda, Pelatihan Petugas) dan Pengumpulan Data; (3) Evaluasi Data  dan 
Pengolahan Podes serta IKG.; dan (4) Finalisasi data Podes serta Penyusunan publikasi 
Podes. 

2. Descan: (1)  Persiapan Kegiatan Desa Cantik 2026 ; (2) Monitoring Pelaksanaan Program 
Desa Cantik 2026; (3) Uji Coba CAWI dan Dashboard Penilaian Desa Cantik 2026, 
Sosialisasi Penilaian Desa Cantik 2026, Penilaian Mandiri Desa Cantik, Verifikasi Penilaian 
Desa Cantik di Provinsi, Desk Evaluation, Field Evaluation, Pleno Penilaian Akhir Desa 
Cantik; dan  Penganugerahan Desa Cantik Terbaik 2026 ; (4) Pemeriksaan Output Desa 
Cantik 2026 dan Keberlanjutan 2021-2025 untuk Web Desa Cantik, Pembuatan Kepka 
Desa Cantik Revisi 2026, dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Desa Cantik 
2026 (catatan: mulai tahun 2026 kegiatan Desa Cantik tidak masuk ke IKU 1, masuk ke 
IKU lain terkait Desa Cantik). 

3. SLHI: (1) Melakukan evaluasi penyusunan Publikasi SLHI 2026; (2) Rapat pengumpulan 
data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, Menyiapkan surat permintaan data ke K/L, 
Menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, dsb), Melakukan zoom 
meeting dengan K/L terkait untuk koordinasi dan diskusi solusi mengenai penyusunan 
Publikasi SLHI 2026, dan Terselesaikannya perpanjangan PKS antara BPS dengan BMKG; 
(3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2026, 
Melakukan entri data pada Publikasi SLHI 2026, dan pemeriksaan data pada Publikasi 
SLHI 2026.; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi SLHI 
2026, Rapat evaluasi data untuk penyusunan Publikasi SLHI 2027, dan  Melakukan rilis 
Publikasi SLHI 2026. 
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4.  SDLP: (1) Melaksanakan evaluasi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan 
analisis, reviu kinerja tahap diseminasi dan evaluasi  SDLP 2025 untuk persiapan 
penyusunan SDLP 2026; (2) Perencanaan dan desain kegiatan kompilasi data statistik 
sumber daya laut dan pesisir serta Persiapan tema, outline, dan narasi publikasi, 
penguatan aplikasi SISLH 2026 kolaborasi dengan Tim Direktorat Sistem Informasi 
Statistik, pengumpulan data sekunder di tingkat daerah, menyusun draf narasi/analisis 
tematik, dan penyusunan template publikasi; (3) Lanjutan perencanaan dan desain 
kegiatan kompilasi data statistik sumber daya laut dan pesisir serta penyusunan 
publikasi, pengumpulan data sekunder di tingkat pusat, pencarian 
informasi/verifikasi/studi mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggarannya 
(kegiatan dilakukan dalam selang waktu TW 3 dan TW 4), pencarian informasi di instansi 
di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya (kegiatan dilakukan dalam selang waktu 
TW 3 dan TW 4), pengolahan data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), 
melanjutkan draf narasi/analisis tematik/menyusun infografis, memfinalkan template 
publikasi, dan melaksanakan penyusunan publikasi; (4) dan Lanjutan pengumpulan data 
sekunder di tingkat pusat, lanjutan periode pencarian informasi/verifikasi/studi 
mendalam ke daerah apabila BPS memberikan anggaran, lanjutan periode pencarian 
informasi di instansi di tingkat pusat apabila tersedia anggarannya, lanjutan pengolahan 
data hasil pengumpulan data sekunder (evaluasi/tabulasi), memfinalkan draf 
narasi/analisis tematik/infografis, melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dalam 
diseminasi kegiatan penyusunan publikasi Statistik Sumber Daya Laut Pesisir, evaluasi 
internal, dan finalisasi publikasi. 

5. ALHB: (1) Rapat Pembahasan Persiapan kegiatan ALHB tahun 2026 (2) Rapat 
pengumpulan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, menyiapkan surat 
permintaan data ke K/L, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, 
dsb), dan melakukan zoom meeting dengan K/L terkait untuk melakukan koordinasi dan 
diskusi solusi mengenai penyusunan Publikasi ALHB 2026; (3) Rapat pengolahan dan 
pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, melakukan entri data pada 
Publikasi ALHB 2026, dan melakukan pemeriksaan data pada Publikasi ALHB 2026; dan 
(4) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, 
rapat dalam rangka evaluasi data untuk penyusunan Publikasi ALHB 2026, dan 
melakukan rilis Publikasi ALHB 2026. 

6. Statkrim: (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Kriminal 2026, pengiriman surat kegiatan 
Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan 
Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026; (2) Rapat pengumpulan 
data untuk penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, menyiapkan surat permintaan 
data ke K/L dan daerah, menyiapkan kebutuhan penyusunan publikasi (dummy table, 
outline publikasi, dsb), dan melakukan reviu dan perancangan web entry dalam rangka 
pengumpulan data kriminal 2026; (3) Rapat pengolahan dan pemeriksaan data untuk 
penyusunan Publikasi Statistik Kriminal 2026, melakukan pengolahan data Publikasi 
Statistik Kriminal 2026, dan melakukan pemeriksaan data Publikasi Statistik Kriminal 
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2026; dan (4) Menyusun draf Publikasi Statistik Kriminal 2026, dan melakukan 
pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Statistik Kriminal 2026. 

7. Statpol: (1) Rapat persiapan kegiatan Statistik Politik 2026, pengiriman surat kegiatan 
Statistik Politik dan Keamanan ke daerah, penyusunan Kuesioner Statistik Politik dan 
Keamanan 2026, dan penyusunan web entry Simonpolkam 2026; (2) Koordinasi dengan 
sumber data untuk penyusunan Statistik Politik 2026 dilakukan lebih awal sebelum 30 
Juni 2026; (3) Pengumpulan data dan dokumentasi dari sumber data sudah dilakukan 
sebagai dukungan pada penulisan publikasi Statistik Politik 2026; dan Mengajukan 
penggunaan akun Indesign lebih dari satu orang untuk mempercepat penyusunan 
publikasi Statistik Politik 2026. 

8. SPAK: (1) Persiapan kegiatan SPAK 2026; (2) Bila anggaran SPAK 2026 jadi disediakan 
maka kegiatan SPAK yang dapat dilaksanakan di antaranya penyusunan Quality Gates 
SPAK 2026 dan pengumpulan data literatur SPAK 2026; (3) Pengolahan dan pemeriksaan 
data SPAK; dan (4). penyusunan publikasi IPAK 2026. (catatan RTL 2-4 dapat dilaksanakan 
bila anggaran SPAK 2026 tersedia). 

9. Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia: (1) Menyusun 
perbandingan (trend analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk 
mengidentifikasi perubahan pola kemiskinan secara spasial dan demografis.; (2) 
Penyusunan outline dan dummy table untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait 
fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat 
Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan 
makro, melakukan pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan 
provinsi dan nasional, dan melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan 
provinsi dan nasional; (3) Menerima data Susenas KOR dari Direktorat Kesejahteraan 
Rakyat untuk keperluan penyusunan publikasi kemiskinan makro, melakukan reviu 
sintaks pengolahan untuk data KOR (karakteristik kemiskinan), melakukan pemeriksaan 
hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan pengolahan 
karakteristik kemiskinan, melakukan pemeriksaan hasil pengolahan karakteristik 
kemiskinan dan menyusun draf halaman muka (cover) Publikasi Penghitungan dan 
Analisis Kemiskinan Makro; dan (4) Melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi 
Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025, dan mengunggah 
naskah Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia 2025 melalui 
Simotik. 

10. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota: (1) Menyusun perbandingan (trend 
analysis) karakteristik penduduk miskin antar periode untuk mengidentifikasi perubahan 
pola kemiskinan secara spasial dan demografis; (2) Penyusunan outline dan dummy table 
untuk publikasi, pengumpulan data dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS 
Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk 
keperluan penghitungan dan analisis angka kemiskinan makro, melakukan pemeriksaan 
data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, dan 
melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional; (3) 
Reviu kembali sintaks pengolahan (disesuaikan dengan kuesioner ter-update), 
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pemeriksaan kondisi data (konsistensi, penimbang, dsb), pengolahan angka kemiskinan 
kabupaten/kota 2026, rekonsiliasi angka kemiskinan kabupaten/kota 2026 dengan BPS 
Daerah, pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2025, pemeriksaan silang 
(crosscheck) hasil pengolahan karakteristik kemiskinan kabupaten/kota 2026, dan 
penyusunan draf publikasi  Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026; dan 
(4) Menyusun analisis karakteristik kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan data 
Susenas Maret 2026, melakukan pemeriksaan dan finalisasi draf Publikasi Data dan 
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2026, dan mengunggah naskah Publikasi Data dan 
Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2025 melalui Simotik. 

11. Rilis Kemiskinan Juli: (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 
2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja Tabel 
Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan untuk 
BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data dukung 
terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke Direktorat 
Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan pemeriksaan data 
awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan 
pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, melakukan 
penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) Pemeriksaan 
dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan pengunggahan 
naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.  

12. Rilis Ketimpangan Juli: (1) Penyusunan Timeline BRS Profil Kemiskinan di Indonesia 
Maret 2026. penyusunan program pengolahan Kemiskinan, penyusunan Lembar Kerja 
Tabel Makro Kemiskinan Maret 2026, penyusunan format bahan dukung rilis kemiskinan 
untuk BPS daerah, dan melakukan reviu sintaks pengolahan; (2) Pengumpulan data 
dukung terkait fenomena kemiskinan dari BPS Daerah, permintaan data Susenas KP ke 
Direktorat Kesejahteraan Rakyat untuk keperluan rilis Kemiskinan Juli, melakukan 
pemeriksaan data awal, melakukan pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, 
melakukan pemeriksaan hasil pengolahan angka kemiskinan provinsi dan nasional, 
melakukan penyusunan draf Naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025; (3) 
Pemeriksaan dan finalisasi draf BPS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025, dan 
pengunggahan naskah BRS Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025.  
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B. RTL untuk IKU “Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral” adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral tahun 2026.  
2. Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Statistik Sektoral. 
3. Melakukan monev mandiri semester 1. 
4. Melakukan pembinaan ke KL yang menjadi lokus pembinaan.  
5. Melakukan monev mandiri semester 2. 
6. Menyusun laporan. 
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Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2025-2029, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai 
pada Tahun 2025. Direktorat Statistik Ketahanan Sosial telah menetapkan target sebagai 
pedoman dalam melakukan seluruh kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan 
yang dapat dicapai selama tahun 2025 dalam PK yang dijabarkan pada tabel berikut: 
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Lampiran 2 Struktur Organisasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 

Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2020 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik 

 

 

 

 

  



 

63 

Lampiran 3 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Tingkat 
Pendidikan Tahun 2025 
 

Unit Organisasi 

Jenjang Pendidikan 
Jumlah 

S3 S2 S1 DIV DIII < DIII 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 2 35 3 27 - - 67 
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Lampiran 4 Jumlah Pegawai Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Menurut Golongan 
Kepangkatan Tahun 2025 
 

Unit Organisasi 

Golongan Kepangkatan 

Jumlah 

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Direktorat Statistik Ketahanan 
Sosial 6 15 17 15 5 7 1 1 67 
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Lampiran 5 Jumlah Pejabat Fungsional Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 
 

Unit Organisasi Direktur 

Jabatan Fungsional 

Jumlah 
Statistisi 
Madya 

Statistisi 
Muda 

Statistisi 
Pertama 

Arsiparis 
Ahli 

Pertama 
Umum 

(1) (2) (8) (4) (5) (6) (7)  

Direktorat 
Statistik 
Ketahanan 
Sosial 

1 12 28 24 1 1 67 
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Lampiran 6 Daftar Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas Tahun 2025 

1. Publikasi Statistik Potensi Desa (Podes); 

2. Laporan Desa Cantik (Descan); 

3. Publikasi Analisis Lingkungan Berkelanjutan (ALHB); 

4. Publikasi Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI); 

5. Publikasi Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir (SDLP); 

6. Publikasi Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); 

7. Publikasi Statistik Kriminal (Statkrim); 

8. Publikasi Statistik Politik (Statpol); 

9. Publikasi Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia; 

10. Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota; 

11. Rilis Kemiskinan Juli; 

12. Riis Ketimpangan Juli. 
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Lampiran 7 Surat Hasil Penilaian Statistik Berkualitas Tahun 2025 
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Lampiran 8 Daftar K/L/D/I  Target Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
Tahun 2025 

1. Kejaksaan Agung RI; 

2. Kepolisian Negara RI; 

3. Kementerian Sosial; 

4. Komisi Pemberantasan Korupsi; 

5. Kementerian Desa dan PDT; 

6. Kementerian Transmigrasi. 
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Lampiran 9 Hasil TPSS Tahun 2025 (Bukti Dukung IKU Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 
2025 
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Lampiran 10 Daftar Prestasi/Penghargaan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 202 
Tahun 2025 

• Apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial dalam Pelaksanaan 
EPSS BPS pada Penilaian Statistik Berkualitas 2025 Unit Kerja Eselon II BPS Pusat. 
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Lampiran 11 Daftar Inovasi Direktorat Statistik Ketahanan Sosial  Tahun 2025 

1. Web infra Podes yang memetakan infrastruktur hasil pendataan Podes; 

2. Inovasi Penggunaan Big Data Untuk Pengumpulan Data Indeks Demokrasi Indonesia 
(IDI).  
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Lampiran 12 Anggaran Belanja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 
Berdasarkan Aplikasi SAKTI per 30 Desember 2025 

1. IKU 1: Persentase Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang Berkualitas 
menggunakan anggaran dari 2 output yaitu: 
a. BMA 006. Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial  

 

b. BMA 008. Publikasi/Laporan Pendataan Podes 

 

2. IKU 2: Tingkat Keberhasilan Pembinaan Statistik Sektoral Direktorat Statistik Ketahanan Sosial 
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Lampiran 13 Capaian Kinerja Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 
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Lampiran 14 Surat Hasil Penilaian SAKIP Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Tahun 2025 
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